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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala karunia yang diberikan, sehingga pelaksanaan
kegiatan Background Study Penyusunan RPIMN 2025-2029 Bidang Pemuda telah selesai
dilaksanakan.

Menjelang akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-
2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPIMN) 2020-2024,
Kementerian PPN/Bappenas menyusun kajian perumusan kebijakan atau background study
untuk berbagai topik yang akan digunakan dalam memberikan rekomendasi kebijakan dan
prioritas program pada RPJPN 2025-2045 dan RPIMN 2025-2029 mendatang. RPIMN
2025-2029 merupakan periode pertama dari RPIPN 2025-2045 dari empat tahapan
RPJMN dalam RPJPN tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
PPN/Bappenas khususnya pasal 124, Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan
Olahraga mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan
nasional di bidang keluarga, perempuan, anak, pemuda dan olahraga. Dalam melaksanakan
tugas tersebut, Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga melakukan
fungsi perencanaan dan penyusunan program pembangunan nasional, diantaranya bidang
pemuda. Background Study Bidang Pemuda ini merupakah salah satu output kegiatan
tersebut, dan disusun berdasarkan serangkaian hasil diskusi dengan para pakar, kementerian/
Lembaga, organisasi masyarakat sipil, serta studii literatur, analisis dan pembahasan kegiatan
yang didukung oleh tim teknis dari Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan
Olahraga Kementerian PPN/Bappenas, dibantu oleh tim konsultan SMERU Research Institute
dan didukung pembiayaan dalam Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNFPA TA 2022.

Akhir kata, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam
kegiatan kajian sampai dengan terselesaikannya laporan ini. Semoga dokumen kajian
background study dapat bermanfaat bagi perencanaan pembangunan bidang pemuda di
Indonesia.

Jakarta, Desember 2022
Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga
Kementerian PPN/Bappenas

Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST, MIDS
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SAMBUTAN

Pembangunannasionalmerupakanrangkaian upayapembangunanyangberkesinambungan
dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan
tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskankehidupanbangsa sertaikut melaksanakan ketertiban duniayangberdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

RPIMN 2020-2024 merupakan RPJMN tahap ke empat atau tahap akhir dari pelaksanaan
RPIPN 2005-2025 dan pelaksanaannya telah memasuki tahun ketiga. Untuk menjaga
kesinambungan pembangunan lima tahunan, maka perlu disiapkan tahapan RPJPN 2025-
2045 dan RPIMN 2025-2029. Persiapan tersebut tentunya perlu dilakukan secara utuh dan
terintegrasi melalui suatu perencanaan teknokratis yang partisipatif dengan tetap mengacu
pada proses politik yang demokratis.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional pasal 4 ayat (2), bahwa RPIMN merupakan penjabaran dari visi,
misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN, yang memuat
strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan
lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi
makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk kebijakan
fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang
bersifat indikatif. Kajian Perumusan Kebijakan Bidang Olahraga merupakan salah satu topik
kajian perumusan kebijakan atau background study yang dilakukan oleh Direktorat Keluarga,
Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga.

Keberhasilan pembangunan pemuda sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang berkualitas,
berkesinambungan dan menyeluruh serta dukungan seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab
itu, perencanaan pembangunan pemuda perlu disusun dengan baik yang terintegrasidengan
perencanaan pembangunan bidang-bidang lainnya. Kajian perumusan background study
ini selanjutnya diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan
rancangan teknokratik RPJPN 2025-2045 dan RPIMN 2025-2029.

Akhir kata, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada tim penyusun, para pakar, konsultan
dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kajian ini. Semoga
bermanfaat.

Jakarta, Desember 2022
Plt Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan,
Kementerian PPN/Bappenas

Dr. Subandi Sardjoko, MSc.
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RANGKUMAN EKSEKUTIF

Indonesia memiliki visi besar yang ingin dicapai pada 2045, yaitu menjadi negara yang
berdaulat, maju, adil, dan makmur. Pencapaian visi tersebut akan ditandai dengan berhasilnya
Indonesia menjadi negara maju dan salah satu kekuatan ekonomi dunia tepat saat usia
kemerdekaannya mencapai 100 tahun.

Salah satu elemen penting dalam pencapaian tujuan tersebut adalah pemuda, yang
didefinisikan oleh Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan sebagai
warga negara Indonesia berusia 16-30 tahun. Pembangunan pemuda yang dilakukan secara
berkelanjutan akan menghasilkan generasi yang nantinya akan menduduki posisi-posisi
esensial dan menjadi pemimpin dalam bidang yang digelutinya pada 2045 dan periode-
periode setelahnya. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan pemuda perlu diarahkan
dengan tepat untuk memastikan lahirnya generasi masa depan yang berkualitas.

Sejauh ini, pemerintah Indonesia memang telah menempatkan pemuda sebagai salah satu
elemen yang perlu dibangun. Hal ini tecermin dari vitalnya peran pemuda dalam dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2024 dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPIMN) 2020-2024, misalnya dengan
digunakannya Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) untuk menilai kondisi pembangunan
pemuda secara keseluruhan.

Pada 2025, Indonesia akan memasuki fase baru perencanaan pembangunan, yaitu RPJPN
2025-2045 dengan RPIMN 2025-2029 sebagai rencana pembangunan lima tahun
pertamanya. Dokumen ini merupakan Laporan Background Study RPIMN 2025-2029
Bidang Pemuda. Laporan ini mengelaborasi arah kebijakan dan strategi pembangunan
pemuda untuk lima tahun pertama dalam kerangka RPJPN 2025-2045, serta merumuskan
formulasi awal penyempurnaan IPP yang digunakan untuk mengukur pembangunan pemuda
pada periode tersebut (Lampiran 1).

Laporan Background Study RPIMN 2025-2029 Bidang Pemuda ini merupakan bagian
integral dari Laporan Background Study RPJPN 2025-2045 Bidang Pemuda. Laporan ini
disusun dengan mengacu pada visi pembangunan pemuda, arah kebijakan, dan strategi
sebagaimana telah dirumuskan dalam RPJPN 2025-2045. Kami juga menggali lebih lanjut
rumusan intervensi yang dapat dilaksanakan pada periode RPIMN 2025-2029. Periode ini
merupakan periode yang penting sebagai tahap awal pembangunan pemuda yang akan
memengaruhi tahap-tahap selanjutnya selama dua puluh tahun ke depan. Rumusan yang
kami sampaikan melalui dokumen ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam
penyusunan rancangan teknokratik RPIMN 2025-2029 Bidang Pemuda.

Metodologi yang digunakan dalam menyusun Laporan Background Study RPIMN 2025-
2029 ini sama dengan yang digunakan dalam menyusun Laporan Background Study
RPIPN 2025-2045-dan bahkan menjadi satu kesatuan-yaitu menggunakan pendekatan
kualitatif yang didukung oleh analisis data kuantitatif dan tinjauan pustaka. Penghimpunan
data dan informasi utama dilakukan melalui focus group discussion (FGD) dengan berbagai
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pemangku kepentingan, termasuk pihak pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mitra
pembangunan, lembaga swadaya masyarakat, swasta, akademisi, serta pemuda.

Tema utama pembangunan pemuda dalam RPIMN 2025-2029 adalah pemerataan
ketersediaan dan peningkatan kualitas layanan kepemudaan agar sebagian besar pemuda
dapat mengaksesnya guna meningkatkan kapasitas diri. Sementara itu, rumusan arah
kebijakan RPIMN 2025-2029 juga merujuk pada empat arah kebijakan dalam background
study RPIPN 2025-2045 yang disesuaikan dengan tema utama tersebut. Empat arah
kebijakan dalam RPIMN 2025-2029 Bidang Pemuda adalah:

1. memeratakan layanan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat
membentuk nilai, sikap, dan keterampilan pemuda;

2. meningkatkan ketersediaan layanan kesehatan fisik dan mental yang dapat diakses oleh
pemuda;

3. meningkatkan fasilitasi partisipasi ketenagakerjaan dan kontribusi nyata pemuda dalam
berbagai bidang pembangunan; dan

4. membenahipengelolaan pembangunan pemuda agar berjalan sinergis lintas pemangku
kepentingan.

Arah kebijakan (1) memiliki 5 strategi dan prioritas yang lebih lanjut diturunkan menjadi
13 intervensi. Strategi-strategi yang disusun berfokus pada (i) penyeimbangan aspek
akademis dan nonakademis dalam pendidikan formal; (i) peningkatan ketersediaan dan
kualitas layanan pendidikan formal yang inklusif di semua wilayah Indonesia; (i) peningkatan
jangkauan layanan pendidikan nonformal dan informal terkait pembinaan pemuda; (iv)
perbaikan kualitas pengasuhan pemuda oleh keluarga dan lingkungan melalui optimalisasi
pendidikaninformal; dan (v) penyebaran informasilayanan pendidikan formal, nonformal, dan
informal kepada pemuda secara merata. Pada dasarnya, intervensi yang disusun terkait arah
kebijakan ini untuk periode RPIMN 2025-2029 akan ditekankan pada upaya peningkatan
jangkauan dan kualitas layanan pendidikan.

Arah kebijakan (2) memiliki empat strategi yang diterjemahkan ke dalam sepuluh intervensi.
Strategi-strategi yang disusun berfokus pada (i) penyediaan layanan kesehatan fisik yang
lebih merata, berkualitas, dan ramah pemuda; (i) penyediaan layanan preventif kesehatan
mental melalui penciptaan lingkungan yang mendukung kesejahteraan mental pemuda di
dalam dan luar sekolah; (i) penyediaan layanan kesehatan mental kuratif dan rehabilitatif
bagi pemuda; dan (iv) penyebaran informasi layanan kesehatan fisik dan mental kepada
pemuda secara merata. Pada dasarnya, intervensi yang disusun terkait arah kebijakan ini
untuk periode RPIMN 2025-2029 difokuskan pada upaya peningkatan ketersediaan layanan
fisik dan mental bagi pemuda.

Arah kebijakan (3) memiliki empat strategi yang diturunkan ke dalam sembilan intervensi.
Strategi-strategi yang disusun berfokus pada (i) penguatan ekosistem untuk mengoptimalkan
perkembangan kewirausahaan pemuda yang berdaya saing di tingkat nasional dan global;
(i) perluasan akses pemuda terhadap peluang kerja yang layak di dalam dan luar negeri;
(i) peningkatan fasilitasi bagi pemuda untuk berkontribusi nyata dalam berbagai bidang
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pembangunan; dan (iv) penyebaran informasi kepada pemuda mengenai peluang kerja,
kewirausahaan, dan partisipasi yang aman dan bermakna dalam pembangunan. Pada
dasarnya, intervensi yang disusun terkait arah kebijakan ini untuk periode RPIMN 2025-2029
difokuskan supaya ekosistem yang baik dan berkelanjutan sudah terbangun pada 2029,
dengantujuan agar partisipasi ketenagakerjaan dan kontribusinyata pemuda dalam berbagai
bidang pembangunan pada tahap RPJMN selanjutnya dapat meningkat secara signifikan.

Arah kebijakan (4) memiliki 4 strategi yang diejawantahkan ke dalam 11 intervensi. Strategi-
strategi yang disusun berfokus pada (i) penyesuaian kerangka regulasi dan anggaran
kepemudaan; (i) peningkatankapasitas kementerian/dinas penanggungjawab kepemudaan
dalam menjalankan kebijakan kepemudaan yang sinergis antarsektor; (i) pengadvokasian
kepada berbagai pihak terkait prinsip, standar intervensi, dan berbagai isu strategis dalam
pembangunan kepemudaan; dan (iv) penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi yang
ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan intervensi. Pada
dasarnya, intervensi yang disusun terkait arah kebijakan ini untuk periode RPIMN 2025-2029
difokuskan pada penciptaan tata kelola pembangunan pemuda yang efektif dan efisien.

Esensi arah kebijakan, strategi, dan intervensi yang dilakukan juga perlu dilengkapi oleh
mekanisme pelaksanaan yang dapat diandalkan, yaitu dengan tersedianya kerangka
regulasi, kerangka kebijakan, kerangka pendanaan, dan kerangka pemantauan dan evaluasi
yang memadai dan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Selain mempertimbangkan
ketersediaan mekanisme pelaksanaan, kerangka RPIMN 2025-2029juga perludiintegrasikan
dengan IPP yang lebih mutakhir dan relevan dengan isu pembangunan pemuda. Dalam
dokumen ini, kami juga menjabarkan usulan kerangka IPP yang dapat digunakan dalam
periode RPIMN 2025-2029 tersebut. IPP yang nantinya disempurnakan diharapkan dapat
menjadi instrumen untuk menilai kondisi pembangunan pemuda sekaligus sarana untuk
menggerakkan koordinasi lintas sektor bidang pemuda, baik di tingkat pusat maupun daerah.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Penyusunan Background Study RPJMN 2025-2029

Laporan Background Study Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2025-2029 Bidang Pemuda adalah bagian integral dari Laporan Background Study
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 Bidang Pemuda.
Metodologi yang digunakan untuk menghimpun dan menganalisis data dalam kedua studi
inijuga menjadi satu kesatuan. Oleh karenaitu, laporan ini sepenuhnya mengacu pada latar
belakang, penjabaranisu strategis, akar masalah, serta indikator dan target yangingin diraih
pada 2045. Rumusan strategi pembangunan untuk setiap arah kebijakan yang tertuang
dalam Laporan Background Study RPJPN 2025-2045 Bidang Pemuda juga diselaraskan
dengan peluang dan tantangan yang akan dihadapi dalam lima tahun ke depan.

Merujuk pada definisidalam Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan,
pemuda yang dimaksud dalam dokumen ini adalah warga negara Indonesia berusia 16-30
tahun.

Secara umum, laporan ini dibuat untuk dijadikan bahan masukan dalam penyusunan
rancangan teknokratik RPIMN 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045 Bidang Pemuda.
Penyusunan rancangan teknokratik ini sesuai dengan yang diatur dalam UU No. 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Secara khusus, laporan ini
bertujuan untuk (i) mengelaborasi arah kebijakan dan strategi pembangunan pemuda untuk
limatahun pertama dalam kerangka RPJPN 2025-2045 Bidang Pemuda; dan (i) merumuskan
formulasi awal penyempurnaan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) untuk dapat digunakan
dalam mengukur pembangunan pemuda pada periode RPIMN 2025-2029 Bidang Pemuda
(Lampiran).

RPIMN 2025-2029 Bidang Pemuda akan menentukan pencapaian target pembangunan
dalam RPJPN dan setiap tahapan RPIMN berikutnya. Pada periode tersebut, tepatnya antara
2028 dan 2031, Indonesia akan berada dalam periode puncak bonus demografi, yakni ketika
jumlah penduduk usia produktif-yang mencakup semua pemuda-lebih banyak dibandingkan
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penduduk usia nonproduktif, atau rasio ketergantungan (dependency ratio)' mencapai
titik terendah (Bappenas, BPS, dan UNFPA, 2018). Selain itu, Indonesia juga berada di era
pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang akan dicapai pada 2030.
Demikian pula, orientasi pemulihan dampak COVID-19 masih akan mewarnai arah kebijakan
pembangunan pemuda di awal RPIMN 2025-2029 tersebut.

Terkait bonus demografi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) (2022)
menekankan bahwa setidaknya terdapat tiga syarat kunci yang harus dipenuhi dalam
pembangunan pemuda agar Indonesia dapat mengoptimalkan manfaatnya, yaitu (i)
meningkatkan produktivitas pemuda agar mampu menghasilkan barang atau jasa secara
efektif, efisien, dan berkualitas sehingga mampu bersaing; (i) meningkatkan kualitas sumber
daya (modal) manusia; dan (i) menyediakan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap
tenaga kerja. Selain itu, Indonesia perlu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk
memungkinkan perempuan memasuki pasar tenaga kerja dan pemuda menguasai iimu
pengetahuan dan teknologi. Dengan produktivitas tenagakerja yang tinggi, upah pekerja akan
meningkat sehingga turut mendorong konsumsi, tabungan, dan investasi yang pada akhirnya
memacu pertumbuhan ekonomi. Apabila ketiga syarat kunci tersebut tidak terpenuhi, yang
terjadijustru sebaliknya; bukan bonus demografi yang diraih, tetapi beban demografi berupa
ledakan jumlah pengangguran. Oleh karena itu, segenap upaya perlu dilakukan agar ketiga
syarat kunci untuk mendapatkan manfaat bonus demografi dapat diwujudkan agar terhindar
dari malapetaka beban demografi.

Laporan ini terdiri atas lima bab. Bab 1 membahas tujuan penyusunan Laporan Background
Study RPIMN 2025-2029 Bidang Pemuda dan tinjauan atas arah kebijakan dan pelaksanaan
pembangunan pemuda dalam periode sebelumnya (RPIMN 2020-2024). Bab 2
menjabarkan arah kebijakan selamalima tahun pertama dalam kerangka RPJPN 2025-2045.
Bab 3 membahas tentang indikator dan target pembangunan pemuda tahunan. Bab 4
mengulas mekanisme pelaksanaan kebijakan yang meliputi kerangka regulasi, pendanaan,
kelembagaan, serta pemantauan dan evaluasi. Terakhir, Bab 5 akan menutup dokumen ini.
Selain itu, Lampiran 1 menyajikan narasi pengembangan IPP yang nantinya dapat digunakan
untuk mengukur capaian pembangunan pemuda dalam kerangka RPIMN 2025-2029.

1.2 Tinjauan Arah Kebijakan dan Pelaksanaan RPJMN 2020-
2024 untuk Pembangunan Pemuda

RPIMN 2020-2024 secara khusus memuat Visi Presiden, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju
yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong” yang diwujudkan
melalui sembilan misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua (Lampiran | Peraturan Presiden
[Perpres] No. 18 Tahun 2020). RPIMN 2020-2024 diarahkan sebagai landasan yang kokoh
untuk mencapai Visi Indonesia 2045 dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber
daya manusia (SDM), infrastruktur, layanan publik, dan kesejahteraan rakyat sesuai arahan
Presiden. Upaya untuk mencapai berbagai sasaran kebijakan tersebut diterjiemahkan ke

1 Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia nonproduktif (0-14
tahun dan 65 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun).
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dalam tujuh agenda pembangunan dalam RPIMN 2020-2024, yang salah satu prioritasnya
adalah pembangunan kualitas pemuda. Prioritas ini tercakup dalam bidang sosial dan
kehidupan beragama yang menjelaskan tentang kondisi kehidupan dan kualitas hidup
masyarakat Indonesia. Di dalam dokumen tersebut, ditegaskan pula bahwa pembangunan
pemuda memiliki arti penting bagikeberlangsungan suatu negara dan bangsa karena mereka
adalah penerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan salah satu penentu optimalisasi
bonus demografi.

Secara eksplisit, pembangunan pemuda termuat di dalam agenda pembangunan ketiga,
yaitu “Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing” yang salah satu arah
kebijakannya adalah "peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda”. Strategi
peningkatan kualitas pemuda mencakup (i) penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi
strategis lintas pemangku kepentingan, serta pengembangan peran dunia usaha dan
masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi, termasuk
memfasilitasi ruang-ruang kreasi positif bagi pemuda; (i) peningkatan partisipasi aktif sosial
dan politik pemuda, di antaranya melalui peran pemuda di forum internasional, pertukaran
pemuda, dan keikutsertaan dalam pelestarian lingkungan; dan (i) pencegahan perilaku
berisiko pada pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan,
penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), minuman keras,
penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual.

Pembangunan pemuda juga terkandung dalam agenda pembangunan keempat, yaitu
"Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”, yang antara lain ditempuh melalui arah
kebijakan “revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkukuh ketahanan
budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter”.
Salah satu strategi revolusi mental pemuda dilaksanakan melalui sistem pendidikan untuk
memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti, yang mencakup
(i) pengembangan budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas
dari kekerasan; (i) penguatan pendidikan agama, nilai toleransi beragama, dan budi pekerti
dalam sistem pendidikan; dan (i) peningkatan kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda,
serta pengembangan pendidikan kepramukaan. Selain itu, pembangunan pemuda juga
termuat dalam arah kebijakan "memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan
toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial”, di antaranya melalui pemanfaatan ruang publik
untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, serta pemuda lintas
budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa.

Pembangunan pemuda juga berkaitan erat dengan upaya mewujudkan agenda
pembangunan pertama, yaitu "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
Berkualitas dan Berkeadilan”. Arah kebijakannya ditempuh di antaranya melalui “peningkatan
nilai tambah ekonomi” yang salah satu strateginya sangat mendukung minat pemuda, yaitu
penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi untuk
meningkatkan penciptaan peluang usaha dan perusahaan rintisan (startup). Selain itu,
pengembangan kapasitas kewirausahaan dan UMKM juga didukung oleh ekosistem yang
makin kuat dan menyeluruh, meliputi dukungan infrastuktur yang lebih merata, penyediaan
insentif fiskal, dan penyediaan skema pembiayaan, termasuk pendampingan.
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Aspek kewirausahaan menjadi bagian dari upaya untuk menanggulangi kemiskinan
melalui penguatan kapasitas usaha kelompok miskin dan rentan seperti diungkap dalam
agenda pembangunan ketiga. Upaya ini dilengkapi dengan skema pembinaan usaha dan
pendanaan, serta pemanfaatan kewirausahaan sosial sebagai strategi untuk mempercepat
penguatan ekonomikeluarga. Agenda pembangunan ketiga juga menargetkan peningkatan
produktivitas dan daya saing bangsa yang diupayakan melalui (i) pendidikan dan pelatihan
vokasi berbasis kerja sama industri; (i) penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang
mendorong pemuda lulusan perguruan tinggi untuk menjadi wirausaha; dan (i) penguatan
pelatihan kewirausahaan di sekolah.

Sementara itu, dalam agenda pembangunan ketujuh, yaitu "Memperkuat Stabilitas Politik,
Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik”,
pembangunan pemuda juga termuat dalam arah kebijakan “menjaga stabilitas keamanan
nasional”. Arah kebijakan ini dilaksanakan di antaranya melalui strategi peningkatan keamanan
dan ketertiban masyarakat yang salah satunya diwujudkan dengan upaya pencegahan dan
pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan narkotika, dan prekursor narkotika.

Penguatan partisipasi pemuda, baik terkait aspek ketenagakerjaan maupun kontribusi
nyata dalam berbagai bidang pembangunan, juga berkaitan dengan upaya-upaya untuk
mewujudkan tiga agenda pembangunan lainnya, yaitu “Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan”, "Memperkuat Infrastruktur untuk
Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar”, dan "Membangun Lingkungan

Hidup, Meningkatkan Ketahanan terhadap Bencana, dan Perubahan Iklim”.

Pandemi COVID-19 telah mengambat pencapaian pembangunan nasional pada RPIMN
2020-2024. Pemerintah melakukan koreksi atas saran dan penyesuaian pelaksanaan
pembangunan sejalan dengan berkurangnya alokasi pembiayaan pembangunan di awal
2020 karena dialihkan untuk membiayai penanganan COVID-19. Demikian pula pada
2021 dan 2022, rencana kerja dan pelaksanaan pembangunan masih berorientasi pada
tantangan terkait pandemi COVID-19. Pembangunan pemuda yang merupakan bagian dari
pembangunan di bidang “Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama” merupakan salah satu
aspek yang paling terdampak pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan
RPJPN 2005-2025 (Bappenas, 2022), sebagian indikator IPP tahun 2020 mengalami
penurunan dari 2019. Domain lapangan dan kesempatan kerja, termasuk di dalamnya
masalah kewirausahaan pemuda, membutuhkan intervensi yang kuat ke depannya. Hal ini
terutama karena pandemi COVID-19 mengakibatkan sebanyak 27 persen pemuda menjadi
pengangguran atau beralih ke pekerjaan yang kurang berkualitas.

Kondisi pemuda kian rentan apabila dilihat dari capaian indikator pendidikan dan kesehatan.
Meski rasio angka partisipasi kasar (APK) pada jenjang sekolah menengah atas (SMA)/
sederajat dan perguruan tinggi serta rata-rata lama sekolah usia 15 tahun ke atas dapat
mencapai target, capaian Programme for International Student Assessment (PISA) untuk
kemampuan membaca dan matematika pada 2020-2024 masih rendah dan cenderung
stagnan. Ditambah dengan disrupsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
selama pandemi COVID-19, keahlian pemuda cenderung menurun. Pada aspek kesehatan,
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dukungan sistem kesehatan melemah sehingga pengendalian dan penanganan penyakit
utama tidak optimal. Misalnya, penyakit tuberkulosis (TB) masih sulit dikendalikan. Selain itu,
prevalensi obesitas penduduk berusia 18 tahun ke atas juga mengalami kenaikan, membuat
targetuntuk 2024 makin sulitdicapai. Sementaraitu, terkait aspek kesetaraan gender, semua
indikator pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) terus meningkat dan pencegahan
perkawinan anak juga kemungkinan besar dapat dicapai sesuai sasaran 2024. Namun, untuk
IPP, domain gender dan diskriminasi diprediksi masih sulit untuk ditingkatkan, termasuk aspek
kesetaraan pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal.

Demi kesinambungan proses pembangunan pemuda, rencana pembangunan bidang
pemuda ke depan, khususnya dalam RPIMN 2025-2029 Bidang Pemuda, sebaiknya
disusun dengan belajar dari perencanaan dan pelaksanaan intervensi yang dilaksanakan
selama ini. Selain itu, dengan berpijak pada upaya penguatan capaian RPIMN 2020-2024,
perancangan solusi dari berbagai permasalahan yang masih menghambat pembangunan
pemuda untuk mencapai Indonesia Maju pada 2045 dapat dirumuskan dan ditetapkan
secara lebih tepat, efisien, dan efektif.

Berdasarkan hasil tinjauan atas RPIMN 2020-2024 yang kemudian dibandingkan dengan
hasil analisis akar masalah dan tantangan yang dihadapi dalam penyusunan Laporan
Background Study RPJPN 2025-2045 dan RPIMN 2025-2029 Bidang Pemuda, setidaknya
ditemukan empat celah kebijakan berikut ini yang harus mendapat perhatian dan diatasi
pada tahapan RPJMN ke depan.

(1) Penguatan kapasitas individu pemuda belum meliputi penguasaan kapasitas psikologis
dan kognitif pemuda.

(2) Partisipasi ketenagakerjaan pemuda hanya mengedepankan isu pemuda sebagai
wirausaha dan belum secara khusus memperhatikan pemuda sebagai pekerja.

(3) Penangananmasalahkesehatanmental pemudayangkondisinyamakinmemprihatinkan
masih belum optimal.

(4) Ruang lingkup partisipasi pembangunan masih terbatas dan hanya diarahkan untuk
mengoptimalkan kontribusi nyata pemuda dalam pembangunan nasional di bidang
politik, ekonomi, sosial kemasyarakatan, lingkungan, keamanan, dan budaya.

Dengan demikian, celah-celah kebijakan tersebut dapat dijadikan patokan dalam
merumuskan arah kebijakan RPIMN 2025-2029 Bidang Pemuda.
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BAB II

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
PEMUDA 2025-2029

Arahkebijakanmerupakanserangkaian prioritaskerjayangakandirumuskankedalamberbagai
strategi dan intervensi. Rangkaian strategi dan intervensi tersebut selanjutnya dijadikan
pedoman oleh pemangku kepentingan tingkat pusat dan daerah dalam merencanakan dan
melaksanakan pembangunan bidang pemuda yang harus dicapai selama periode 2025-
2029 sebagaimana tertuang dalam kerangka RPJPN 2025-2045 Bidang Pemuda. Seperti
telah disinggung sebelumnya, capaian pembangunan pemuda selama lima tahun terakhir
(2019-2024), upaya optimalisasi bonus demografi, serta pertimbangan terkait berbagai
tantangan dan peluang selama lima tahun ke depan akan menjadi dasar dalam merumuskan
arah kebijakan RPIMN 2025-2029 Bidang Pemuda.

1.1 Sasaran Pembangunan Pemuda 2025-2029

Pembangunan pemuda pada RPIMN 2025-2029 diarahkan untuk mewujudkan Visi
Pembangunan Pemuda 2045 seperti dijabarkan dalam Laporan Background Study RPJPN
2025-2045 Bidang Pemuda, yaitu:

"Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri,
tangguh, produktif, dan memiliki nasionalisme sehingga mampu berperan nyata dalam
pembangunan nasional.”

Dalam RPIMN 2025-2029, sebagian besar pemuda ditargetkan dapat mengakses layanan
kepemudaan untuk meningkatkan kapasitas individunya.

Makna dari Visi Pembangunan Pemuda 2045 tersebut adalah sebagai berikut.

(1) Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME: pemuda beragama dengan
sebaik-baiknya, serta memiliki integritas dan prinsip hidup yang sesuai dengan nilai
agama.

(2) Mandiri, baik secara emosional maupun finansial: kemandirian emosional berkaitan
dengan pengambilan keputusan, inisiatif, dan tanggung jawab secara emosional
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terhadap hal-hal penting yang dilakukan untuk dirinya sendiri, sementara kemandirian
finansial merupakan kemampuan pemuda untuk bekerja/berwirausaha, serta
merencanakan dan mengelola keuangan yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan
hidup dan pengembangan diri di masa kini dan mendatang.

(3) Tangguh: memiliki kesehatan fisik dan mental, berketahanan untuk tidak melakukan
perilaku berisiko, bernalar kritis dan kreatif (capaian kognitif), mampu bekerja keras,
memiliki pola pikir bertumbuh dan adaptif, serta mampu memiliki kapasitas untuk
bersaing di tingkat nasional dan global.

(4) Produktif: mampu bertindak dan/atau menghasilkan sesuatu secara efektif dan efisien.

(5) Memiliki nasionalisme: memiliki jiwa kebinekaan, toleransi dan rasa empati, serta gotong
royong dan bela negara.

(6) Mampu berperan nyata dalam pembangunan nasional: mampu berpartisipasi dalam
berbagaibidang pembangunan (termasuk politik, sosial, budaya, pelestarianlingkungan,
pertahanan, dan keamanan).

1.2.1 Prinsip Pembangunan Pemuda

Seperti telah dijabarkan dalam Laporan Background Study RPIPN 2025-2045 Bidang
Pemuda, pembangunan pemuda bertumpu pada prinsip-prinsip penting berikut ini.

Inklusif dan Setara

Pembangunan pemuda yang inklusif dan setara memastikan bahwa semua layanan
kepemudaan dapat diakses secara setara oleh semua pemuda tanpa terkecuali, termasuk
pemuda penyandang disabilitas, laki-laki dan perempuan, berpendidikan/berketerampilan
rendah, pemuda yang sedang tidak mengenyam pendidikan, miskin, pemuda dengan HIV/
AIDS, pemuda yang menikah/hamil di usia anak, pemuda pengungsi, pemuda yang berada
dalam pengasuhan keluarga/lembaga, pemuda yang terlibat dalam persoalan hukum/
pemuda dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan pemuda dari kelompok
masyarakat adat (indigenous people) dan suku tertentu.

Ramah Pemuda

Ramah pemuda berarti penyediaan dan penyelenggaraan layanan kepemudaan dan ruang
interaksi dengan pemuda mempertimbangkan keinginan/aspirasi pemuda, sesuai dengan
kebutuhan spesifik pemuda, dan memperhatikan karakteristik pemuda rentan (Youth Do It,
2015). Penyediaan layanan yang ramah pemuda ditujukan untuk memastikan bahwa layanan
dapat diakses secara mudah, aman, dan nyaman oleh pemuda.

Melalui prinsipini, penyediaan dan penyelenggaraan layanan kepemudaan perlu dilaksanakan
dengan mempertimbangkan keleluasaan waktu yang dimiliki pemuda, ruang pelaksanaan
kegiatan dan pendekatan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan karakteristik pemuda,
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sertaruang interaksi yang bebas stigma terhadap pemuda dari berbagai kelompok marginal,
termasuk pemuda miskin, berpendidikan rendah, penyandang disabilitas, pemuda yang
menikah/hamil di usia anak, dan pemuda dengan HIV/AIDS.

Partisipatif

Penyelenggaraan kebijakan pembangunan pemuda dilakukan dengan memastikan
partisipasi pemuda sebagai aktor pelaksana dari program/kegiatan/intervensiyang dilakukan
sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan evaluasi. Merujuk pada Tangga
Partisipasi (Ladder of Participation) cetusan Roger Hart, bentuk partisipasi yang diharapkan
adalah pelibatan pemuda dalam memprakarsai keputusan bersama dengan orang dewasa
di setiap rangkaian arah kebijakan pembangunan pemuda.

Adaptif

Layanan kepemudaan dilaksanakan secara responsif terhadap perkembangan teknologi
serta dinamika global dan nasional, termasuk perubahan iklim, bencana alam, demografi
global, dan kondisi geopolitik. Selain itu, layanan kepemudaan juga perlu memperhatikan tren
yang sedang berkembang dan diminati pemuda.

Sinergis

Pengarahan kebijakan dilakukan secara sinergis lintas sektor di pemerintahan dan lintas
pemangku kepentingan. Pemerintah bukanlah aktor tunggal dalam penyelenggaraan
pembangunan pemuda. Dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki untuk menjamin
keterjangkauan intervensi yang luas dan merata, pembangunan pemuda perlu dilakukan
dengan mengoptimalkan sinergi lintas pemangku kepentingan, termasuk akademisi, badan
atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media.

Berkaitan dengan ini, peran pemerintah diarahkan untuk (i) memastikan bahwa
penyelenggaraan kebijakan kepemudaan berjalan secara sinergis lintas sektor di
pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah; dan (i) memfasilitasi keterlibatan
berbagai pihak dalam menyelenggarakan layanan kepemudaan.

Efektif, Efisien, Terukur, dan Berkelanjutan

Penyelenggaraan setiap intervensi pembangunan pemuda harus dilakukan secara efektif,
efisien, terukur, dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan tata kelola yang baik (good
governance). Dalam prosesnya, implementasi kebijakan dilakukan dengan memperhatikan
prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Di samping itu, pemantauan dan evaluasi
dilakukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan dan
intervensi. Tujuannya adalah untuk mengetahui keberhasilan yang telah dicapai sejauh inj,
hambatan yang masih ditemui dalam mencapai tujuan intervensi dan tujuan penciptaan
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pemuda yang berkualitas, serta pembelajaran yang diperoleh untuk memperbaiki rancangan
kegiatan dan intervensi di tahun anggaran berikutnya.

1.3 Arah Kehijakan dan Strategi Pembangunan Pemuda

Pada periode RPIMN 2025-2029, pembangunan pemuda diarahkan untuk mendorong
pemerataan ketersediaan dan peningkatan kualitas layanan kepemudaan. Berikut adalah
rumusan strategi prioritas untuk setiap arah kebijakan selama lima tahun dalam RPJMN
tahap pertama (2025-2029) Bidang Pemuda. Empat arah kebijakan pembangunan bidang
pemuda ditetapkan berdasarkan analisis atas isu strategis, akar masalah, serta tantangan
dan peluang seperti telah dibahas dalam Laporan Background Study RPIPN 2025-2045
Bidang Pemuda.

Arah Kebijakan 1: Memeratakan layanan pendidikan formal, nonformal, dan informal
yang dapat membentuk nilai, sikap, dan keterampilan pemuda

Padaperiode RPIMN2025-2029, intervensiakan ditekankan pada upaya untuk meningkatkan
jangkauan dan kualitas layanan pendidikan formal (pendidikan menengah dan tinggi),
nonformal, dan informal yang dapat membentuk nilai, sikap, dan keterampilan pemuda.
Upaya tersebut didukung oleh penyebaran informasi tentang layanan yang tersedia, baik
yang berbasis teknologi atau secara luring. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui strategi
prioritas dan intervensi sebagai berikut.

Tabel 1.

Strategi, Intervensi, dan Pemangku Kepentingan dalam Arah Kebijakan 1 RPJMN 2025-2029

Strategi dan

Prioritas

Bidang Pemuda

Intervensi

Pemangku Kepentingan/
Pelaksana

Penyeimbangan
aspek akademis
dan nonakademis
dalam pendidikan
formal

Mendiseminasikan kebijakan
pemerintah terkait strategi ini secara
menyeluruh dan menguatkan
kapasitas guru, tenaga pendidik, dan
semua unsur pendidikan terkait cara
menanamkan kapasitas psikologis
pada siswa

Menguatkan kurikulum dan
menanamkan nilai yang ditawarkan
kurikulum kepada aktor pendidikan
agar lebih seimbang antara
pembelajaran akademis dan
nonakademis

Menguatkan peran kegiatan
ekstrakurikuler, termasuk peran
pendidik sebaya untuk membangun
kapasitas psikologis dan mencegah
perilaku berisiko pemuda

Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Kemenko PMK),
Bappenas, Kementerian Pemuda
dan Olahraga (Kemenpora),
Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
(Kemendikbudristek), Kementerian
Agama (Kemenag), Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri), Dinas
Pendidikan provinsi/kabupaten/kota,
Dinas Agama provinsi/kabupaten/
kota, pihak nonpemerintah, dan
pemuda (dapat melalui organisasi
profesional pemuda di bidang
terkait)
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Strategi dan

Prioritas

Intervensi

Pemangku Kepentingan/
Pelaksana

Peningkatan
ketersediaan dan
kualitas layanan
pendidikan formal
yang inklusif di
semua wilayah
Indonesia

Membangun fasilitas pendidikan
menengah dan tinggi yang

lebih merata dan efisien untuk
memastikan akses pemuda,
termasuk pemuda penyandang
disabilitas, yang makin luas
terhadap layanan pendidikan formal

Kemenko PMK, Bappenas,
Kemenpora, Kemendikbudristek,
Kemenag, Kemendagri, Kementerian
Sosial (Kemensos), Badan
Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN), Dinas
Pendidikan provinsi/kabupaten/kota,
Dinas Agama provinsi/kabupaten/
kota, pihak nonpemerintah, dan
pemuda (dapat melalui organisasi
profesional pemuda di bidang
terkait)

Peningkatan
jangkauan
layanan
pendidikan
nonformal dan
informal terkait
pembinaan
pemuda

Merancang skema insentif

untuk mendorong peran pihak
nonpemerintah dalam menyediakan
layanan pembinaan kapasitas
psikologis dan keterampilan kerja/
kewirausahaan pemuda

Mengoptimalkan pemanfaatan
kelembagaan dan program yang
telah berjalan sejauh ini sebagai
sarana untuk melakukan pembinaan
pemuda

Kemenko PMK, Bappenas,
Kemenpora, Kementerian Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah
(Kemenkop UKM), Kementerian
Komunikasi dan Informatika
(Kemenkominfo), Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker),
kementerian teknis terkait sektor
usaha, Dinas Ketenagakerjaan
provinsi/kabupaten/kota, Dinas
Koperasi dan Usaha Kecil dan
Mikro (KUKM) provinsi/kabupaten/
kota, dinas teknis lainnya, dan
pemuda (dapat melalui organisasi
profesional pemuda di bidang
terkait)

Menjaring berbagai pihak untuk
melakukan edukasi informal kepada
pemuda terkait berbagaiisu,
termasuk pencegahan perilaku
berisiko

Organisasi nonpemerintah (ornop),
mitra pembangunan, lembaga
keagamaan, dan pemuda
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Strategi dan

Prioritas

Intervensi

Pemangku Kepentingan/
Pelaksana

Perbaikan kualitas
pengasuhan
pemuda oleh

Memastikan pemuda dengan
orang tua yang tidak utuh tetap
mendapat pengasuhan di
keluarga

Meningkatkan pengetahuan
dan keterampilan tentang
pengasuhan, serta
mengembangkan sikap yang
tepat dari keluarga dalam

Kemenko PMK, Bappenas,
Kemenpora, BKKBN, Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan

keluarga dan mengasuh anak/pemuda PerhndunganAAnak(KemenPPPA),
lingkungan Kemensos, Dinas S03|a| pro_vm3|/
melalui Memastikan vemuda van kabupaten/kota, dinas teknis
optimalisasi berkeluarga rﬂelakukaﬁ ° |a|nnyz;, Ie(rdnbagia kela%amaan( dah
pendidikan pengasuhan yang berkualitas perpu - Iapa nzje e:jg;jg(jrgamsaa
informal profesional pemuda di bidang
terkait)

Mendorong/memotivasi

pemerintah daerah untuk

memprioritaskan program

pembinaan keluarga dan

menciptakan lingkungan yang

kondusif bagi pengembangan

keluarga

Mengidentifikasi informasi

tentang layanan pendidikan yang
Penyebaran dibutuhkan pemuda dengan _ _
informasi Iayanan melibatkan pemudal meliput] Kemenpora, Kemendikbudristek,
pendidikan pengumpulan informasi terbaru )
formal, hingga analisis Kemenag, Kemenkominfo,

nonformal, dan

informal kepada
pemuda secara
merata

Mengembangkan sistem
penyebaran informasilayanan
pendidikan kepemudaan lintas
sektor, baik secara luring maupun
daring

Kemensos, dan pemuda (dapat
melalui organisasi profesional
pemuda di bidang terkait)

Arah Kebijakan 2: Meningkatkan ketersediaan layanan kesehatan fisik dan mental yang
dapat diakses oleh pemuda

Arah Kebijakan 2 juga menekankan pada upaya untuk meningkatkan ketersediaan layanan
kesehatan fisik dan mental bagi pemuda. Kesehatan fisik meliputi layanan kesehatan
reproduksi dan penanganan akibat perilaku berisiko. Demikian pula dengan pelayanan
kesehatan mental, yang mencakup masalah-masalah yang disebabkan oleh perilaku berisiko
pemuda. Untuk memastikan bahwa semua pemuda mengetahui dan dapat menjangkau
layanantersebut, penyampaian informasiharus dilakukan secara merata di seluruh Indonesia.
Berikut adalah rumusan strategi dan intervensi yang dapat ditempuh.
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Tabel 2.

Strategi, Intervensi, dan Pemangku Kepentingan dalam Arah Kebijakan 2 RPJMN 2025-2029

Strategi Prioritas

Bidang Pemuda

Intervensi

Pemangku Kepentingan/

Pelaksana

Penyediaan layanan
kesehatan fisik yang
lebih merata, berkualitas,
danramah pemuda

Menyelenggarakan layanan
kesehatan fisik yang ramah
pemuda setidaknya di fasilitas
kesehatan tingkat pertama

Membangun kerja sama antara
puskesmas, layanan konseling
keagamaan, dan sekolah dalam
penyediaan layanan kesehatan
fisik dan mental yang berkualitas

Meningkatkan penyediaan
layanan rehabilitasi perilaku
berisiko pemuda

Kementerian

Kesehatan (Kemenkes),
Kemendikbudristek,
Kemenag, BKKBN, Badan
Narkotika Nasional (BNN),
penyelenggara layanan
kesehatan swasta

Penyediaan layanan
preventif kesehatan
mental melalui
penciptaan lingkungan
yang mendukung
kesejahteraan mental
pemuda didalam dan
luar sekolah

Menyelenggarakan program
kesejahteraan mental di layanan
pendidikan formal dan nonformal
dan tempat kerja, termasuk saat
situasibencana

Mempromosikan pentingnya
menjaga dan menangani
masalah kesehatan mental
kepada pemuda dan masyarakat

Kemenkes, Kemnaker,
Kemendikbudristek,
Kemenag, Kemenpora,
BKKBN, BNN,

Kemenkominfo, ornop,
mitra pembangunan,
sektor swasta, dan pemuda
(dapat melalui organisasi
profesional pemuda di
bidang terkait)

Penyediaan layanan
kesehatan mental kuratif
dan rehabilitatif bagi
pemuda

Menyediakan tenaga kesehatan
mental secara terintegrasi di
fasilitas layanan kesehatan dasar

Meningkatkan penyediaan
layanan rehabilitasi perilaku
berisiko pemuda, termasuk
pemuda sebagai pelaku
kejahatan

Membangun kerja sama antara
puskesmas, layanan konseling
keagamaan, dan sekolah dalam
penyediaan layanan kesehatan
fisik dan mental yang berkualitas

Kemenkes, Kemnaker,
Kemendikbudristek,
Kemenag, Kemenpora,
BKKBN, BNN, Badan
Pembinaan Ideologi
Pancasila (BPIP), sektor
swasta
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Pemangku Kepentingan/
Pelaksana

Strategi Prioritas Intervensi

Mengidentifikasi layanan

kesehatan yang dibutuhkan Kemenpora, Kemenkes,
) ) pemuda, meliputi pengumpulan

Penyebaran mformaIS{ informasi terbaru hingga analisis BKKBN, BNN,

layanan kesehatan fisik

dan mental kepada ) Kemenkominfo, ornop, dan

pemuda secara merata Mengembangkan sistem pemuda (dapat melalui
penyebaran informasi layanan organisasi profesional
kesehatan lintas sektor, baik pemuda di bidang terkait)

secara luring maupun daring

Arah Kebijakan 3: Meningkatkan fasilitasi partisipasi ketenagakerjaan dan kontribusi
nyata pemuda dalam berbagai bidang pembangunan

Pada periode 2025-2029, ekosistem yang baik diharapkan sudah terbangun agar dapat
diperkuat pada tahap RPJMN selanjutnya. Dengan demikian, partisipasi ketenagakerjaan
pemuda dan kontribusimereka dalam berbagai bidang pembangunan dapat terwujud secara
nyata. Partisipasi dan kontribusi yang dimaksud dapat dilakukan baik dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pemantauan/evaluasi kebijakan pemerintah, atau atas inisiatif sendiri/
bersama untuk melakukan aktivitas yang berkontribusi nyata bagi pembangunan di berbagai
bidang. Ekosistem tersebut meliputi ketersediaan ruang kreasi bagi pemuda yang dari segi
jumlah dan bentuknya bervariasi sesuaidengan optimalisasi potensidaerah dan pemanfaatan
kemajuan teknologi. Bentuk ruang kreasi di antaranya berupa sarana fisik, forum, organisasi
kepemudaan, fasilitasi untuk berjejaring, dan kegiatan kepemudaan yang keberadaannya
tersampaikan dengan baik kepada semua pemuda. Berikut adalah strategi prioritas dan
intervensi yang diusulkan.
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Tabel 3.

Strategi, Intervensi, dan Pemangku Kepentingan dalam Arah Kebijakan 3 RPJMN 2025-2029

Strategi dan

Prioritas

Bidang Pemuda

Intervensi

Pemangku
Kepentingan/Pelaksana

Penguatan
ekosistem untuk
mengoptimalkan
perkembangan
kewirausahaan
pemuda yang
berdaya saing di
tingkat nasional dan
global

Memfasilitasi akses pemuda wirausaha
terhadap modal, perizinan usaha,
pasar, dan peluang pemasaran
(nasional dan global)

Merancang upaya perluasan akses
pemuda terhadap peluang wirausaha
yang layak di dalam dan luar negeri

Kemenko PMK,
Bappenas, Kemenpora,
Kemnaker, Kemenkop
UKM, Kemenkominfo,
kementerian teknis
terkait, dinas terkait di
provinsi/kabupaten/
kota, ornop, dan pemuda
(dapat melalui organisasi
profesional pemuda di
bidang terkait)

Perluasan akses
pemuda terhadap
peluang kerja yang
layak di dalam dan
luar negeri

Menguatkan link and match antara
kompetensi pemuda dengan
kebutuhan industri/dunia usaha

Meningkatkan ketersediaan lapangan
kerja bagi pemuda, terutama di daerah
minim industri

Memfasilitasi pemuda dalam
mengakses pekerjaan kerah putih di
luar negeri

Kemenko PMK,
Bappenas, Kemenpora,
Kemnaker, Kemenkop
UKM, Kemenkominfo,
kementerian teknis
terkait, dan dinas terkait
di provinsi/kabupaten/
kota, ornop, dan pemuda
(dapat melalui organisasi
profesional pemuda di
bidang terkait)

Peningkatan fasilitasi
bagi pemuda

untuk berkontribusi
nyata dalam
berbagai bidang
pembangunan

Menyediakan ruang kreasi bagi
pemuda sebagai sarana untuk
berkolaborasi dan meningkatkan
penguasaan kapasitas psikologis dan
partisipasi dalam pembangunan

Memberi fasilitasi guna menampung/
mendorong/merangsang munculnya
ide kreatif daninovatif dari pemuda
untuk menjawab tantangan
pembangunan masa depan

Kemenko PMK, Bappenas,
Kemenpora, Kemendagri,

kementerian teknis terkait,

lembaga penyelenggara
kreasi swasta, dinas terkait
di provinsi/kabupaten/
kota, dan pemuda

(dapat melalui organisasi
profesional pemuda di
bidang terkait)
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Strategi dan Intervensi Pemangku

Prioritas Kepentingan/Pelaksana
Penyebaran informasi Mengidentifikasi peluang kerja, Kemenko PMK,
secara merata kewirausahaan, dan partisipasi Kemenpora, Kemendagri,
kepada pemuda bermakna yang dibutuhkan pemuda, kementerian teknis terkait,
mengenai peluang meliputi pengumpulan informasi
kerja, kewirausahaan,  hingga analisis lembaga penyelenggara
dan partisipasiyang kreasi swasta, dinas terkait

di provinsi/kabupaten/
kota, ornop, dan pemuda
(dapat melalui organisasi
profesional pemuda di
bidang terkait)

aman dan bermakna

dalam pembangunan Mengembangkan sistem

penyebaran informasi peluang kerja,
kewirausahaan, dan partisipasi
bermakna lintas sektor, baik secara
luring maupun daring

Arah Kebijakan 4: Membenahi pengelolaan pembangunan pemuda agar berjalan
sinergis lintas pemangku kepentingan

Pembenahan pengelolaan pembangunan pemuda akan menjadi penentu sinergisme
lintas pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan layanan kepemudaan dan fasilitasi
partisipasi aktif pemuda. Strategi prioritas dan intervensi yang dapat dirumuskan meliputi
(i) penyesuaian kerangka regulasi dan anggaran; (i) peningkatan kapasitas pelaksana; (iii)
penguatan sinergi kebijakan pembangunan pemuda; (iv) advokasi prinsip, standar intervensi,
dan berbagai isu strategis dalam pembangunan kepemudaan, termasuk pelembagaan
penyebaran informasi yang berlangsung efektif dan menjangkau semua pemuda secara
merata; dan (v) penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi.
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Tabel 4.

Strategi, Intervensi, dan Pemangku Kepentingan dalam Arah Kebijakan 4 RPJMN 2025-2029

Strategi Prioritas

Bidang Pemuda

Intervensi

Pemangku
Kepentingan/
Pelaksana

Penyesuaian
kerangka regulasi
dananggaran
kepemudaan

Memetakan ketersediaan dan kebutuhan
regulasi yang kondusif dan ramah pemuda,
termasuk regulasi terkait:

+  Indikator capaian pembangunan pemuda
ditingkat daerah yang tercantum di
dalam peraturan menteri dalam negeri
(permendagri) (permendagri tentang
pedoman penyusunan rencana kerja
pemerintah daerah dan permendagri
tentang pembinaan dan pengawasan
pemerintah daerah)

+  Grand design (desain besar)
pembangunan pemuda 2025-2029

+  Pencegahan diskriminasi terhadap
kelompok marginal di berbagai
lingkungan, termasuk tempat kerja,
sekolah, danlingkungan masyarakat

+  Kelembagaan dan koordinasi
pembangunan pemuda

+  Standar kompetensi teknis, iklim investasi
usaha, dan ekosistem kewirausahaan

+  Partisipasi bermakna pemuda
dalam perencanaan, pelaksanaan
pembangunan, serta pemantauan dan
evaluasinya

*  Upaya untuk meminimalisasi perilaku
berisiko di kalangan pemuda (seperti
regulasi untuk menekan angka pemuda
yang merokok dan perkawinan anak)

+  Ekonomi gig (pekerja serabutan/lepas)
untuk menjamin akses pemuda terhadap
pekerjaan yang layak (termasuk dasar
hukum perlindungan pekerja informal)

Meningkatkan alokasi anggaran kepemudaan
sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas
pembangunan pemuda

Kemenpora,
Kemenko PMK,

Kementerian
Pendayagunaan
Aparatur Negara
dan Reformasi
Birokrasi
(KemenPAN-RB),

Kementerian
Keuangan
(Kemenkeu)
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Strategi Prioritas

Intervensi

Pemangku
Kepentingan/
Pelaksana

Peningkatan
kapasitas
kementerian/dinas
penanggung jawab
bidang pemuda
dalam menjalankan
kebijakan
kepemudaan yang
sinergis antarsektor

Membangun kapasitas kementerian/
dinas penanggung jawab bidang pemuda
agar mampu merencanakan intervensi
pembangunan pemuda dengan tepat
berbasis bukti

Mengembangkan kemampuan Kemenpora
dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora)
dalam melakukan analisis atas hasil
pemantauan dan evaluasi untuk dijadikan
bahan advokasi kebijakan di bidang pemuda
dan merumuskan kebutuhan kebijakan

ketenagakerjaan masa depan

Membangun komitmen lintas pemangku
kepentingan untuk berbagiinformasi tentang
kegiatan/intervensi di institusi masing-masing
yang dapat dimanfaatkan oleh pemuda

Membangun atau memanfaatkan platform
yang sudah tersedia untuk menghimpun
dan menyosialisasikan informasi lintas
sektor kepada pemuda, termasuk untuk
menghimpun data individu pemuda

Bappenas,

KemenPAN-RB,
Kemenpora, Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah (Bappeda)
dan Dispora
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Strategi Prioritas

Intervensi

Pemangku
Kepentingan/
Pelaksana

Pengadvokasian
kepada berbagai
pihak terkait prinsip,
standar intervensi,
dan berbagaiisu
strategis dalam
pembangunan
kepemudaan yang
meliputi:

Merancang strategi komunikasi untuk
melakukan advokasi kepada berbagai
pemangku kepentingan

Melakukan dialog yang terencana secara
berkelanjutan dengan berbagai pinak dengan
fokus pada:

*  pemetaan celah kebutuhan layanan,
yang meliputi kebutuhan layanan

pembinaan pendidikan menengah dan tinggi,

pengasuhan; layanan kesehatan fisik dan mental,

pembinaan termasuk penyediaan layanan yang

kapasitas inklusif, dan layanan spesifik pemuda

psikologis lainnya; Kemenpora/

pemuda; +  kesadaran pemerintah untuk melibatkan Dispora,
. encegahan pemuda dalam semua lini pembangunan

Eernakg berisiko dan menjawab berbagai tantangan dan Bappenas,

pemuda; risiko baru dalam pembangunan; Kemendagri,
+  pendidikan + komitmen pemerintah daerah untuk

formal yang memprioritaskan intervensi untuk Kemenko PMK

seimbang membangun pemuda;

antara +  advokasi sikap ramah pemuda kepada

akademis dan masyarakat (termasuk pemberi kerja—

nonakademis; sektor swasta, ornop, komunitas, dan

layanan instansi pemerintah)

kesehatan fisik

dan mental

yang ramah Melibatkan berbagai pihak dalam penyediaan

pemuda; dan layanan pembinaan pengasuhan, pembinaan
*  pentingnya kapasitas psikologis, pembinaan keterampilan

keterlibatan kerja/kewirausahaan pemuda, dan layanan

pemuda dalam kesehatan fisik dan mental

pembangunan

Menyusun dokumen kebijakan terkait

Penyelenggaraan prosedur pemantauan dan evaluasi intervensi Kemenpora,
pemantauan dan yang berorientasi pada peningkatan Dispora,
evaluasiyang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan
ditujukan untuk intervensi Bappenas,
meningkatkan
efektivitas dan o o ) Kemendagri,
efisiensi pelaksanaan Merumuskan indikator kinerja terkait
intervensi koordinasiyang substantif dan tersinkronisasi Kemenko PMK

antarkementerian/lembaga (K/L)

Background Study Rencana Pembangunan 1 9
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BAB lii

INDIKATOR DAN TARGET
PEMBANGUNAN PEMUDA

Berdasarkan arah kebijakan yang telah dipaparkan di bagian sebelumnya, kami merumuskan
sejumlah indikator kuantitatif dan kualitatif bidang pemuda yang perlu diperhatikan selama
periode RPIMN 2025-2029.

Tabel di bawah menunjukkan indikator-indikator yang diharapkan mampu menggambarkan
perkembangan kondisi pembangunan pemuda sesuai dengan arah kebijakan yang telah
disusun. Definisi data dari survei Badan Pusat Statistik (BPS) (Survei Sosial Ekonomi Nasional
[Susenas], Survei Angkatan Kerja Nasional [Sakernas], Riset Kesehatan Dasar [Riskesdas],
dan Potensi Desa [Podes]) mengacu pada definisi yang berlaku secara umum (metadata
BPS). Sementara itu, definisi data dari K/L terkait dapat menyesuaikan dengan data yang
tersedia atau formulasi data yang akan dilakukan di masing-masing instansi, tetapi sesuai
dengan rentang umur pemuda yang disampaikan di tabel di bawah ini.

Untuk memastikan bahwa pembangunan pemuda menjangkau semua pemuda tanpa
terkecuali, data juga perlu disajikan dan dianalisis berdasarkan gender, status disabilitas,
serta wilayah tempat tinggal. Hal ini dilakukan untuk mengetahui ketimpangan capaian pada
kelompok pemuda tertentu sehingga dapat menjadi perhatian dalam agenda pembangunan
pemuda selanjutnya.

Perlu dicatat bahwa saat ini pemerintah juga memiliki IPP yang dibentuk dari prioritas
pembangunan pemuda dan digunakan sebagai indikator untuk menilai pembangunan
pemuda secara keseluruhan. Akan tetapi, untuk melengkapi IPP, indikator-indikator yang
dirumuskan di bawah ini selain mengukur capaian pemuda juga bertujuan untuk menilai
sejauh mana intervensi yang dijalankan pada bidang pemuda dapat membentuk ekosistem
yang lebih baik untuk kemajuan pemuda.
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Tabel 5.
Rumusan Indikator RPJMN 2025-2029

Strategi dan

Kelompok Capaian

Prioritas

Indikator Usia

2021

Sumber Data

Arah Kebijakan 1: Memeratakan layanan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang
dapat membentuk nilai, sikap, dan keterampilan pemuda

Penyeimbangan Kelompok
aspek akademisdan  Rata-rata nilai Survei pemuda B ' !
nonakademis dalam  Karakter kelas 1 SMA/ Kemendikbudristek
pendidikan formal sederajat
Peningkatan APK sekolah B 88,03% Susenas Kor
ketersediaan dan menengah
kualitas layanan APK perauruan
3 pendidikan formal rhperg - 3119%  Susenas Kor
: P tinggi
— yanginklusif di
semua wilayah Rata-ratalama 16-30 tahun 10,89 Susenas Kor
Indonesia sekolah tahun
Rata-rata Asesmen er;m%c;k
5 qupetena kelas 11 SMA/ - Kemendikbudristek
Minimum (AKM) !
sederajat
Jumlah sekolah
6 menengah/ B B Kemendibudristek,
perguruan tinggi Kemenag
yang dibangun
Jumlah tambahan
penyediaan
sarana dan Kemendibudristek,
7 prasarana (sarpras) - - Kermena
pendidikan di 9
sekolah menengah/
perguruan tinggi
Kelompok
Rata-rata nilai Survei pemuda B ' !
8 Lingkungan Belajar  kelas 11SMA/ Kemendikbudristek
sederajat
Proporsi pemuda
9 yang mengakses 16-30tahun  90]17%  Susenas
internet
Peningkatan
jangkauan layanan Jumlah pemuda
10, Pendidikan yangpermah/ 45 s0iahun 1218%  Sakernas
nonformal dan sedang mengikuti
informal terkait pelatihan

pembinaan pemuda
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Strategi dan

Prioritas

Kelompok

Indikator Usia

Capaian
2021

Sumber Data

Proporsi pemuda
yang mengikuti
program prakerja/
program pelatihan
dari pemerintah
lainnya

16-30 tahun

Kemnaker

Proporsi pemuda

16-30 tahun
yang merokok

25,07%

Susenas

Perempuan berusia
20-24 tahun yang
menikah sebelum 18
tahun

20-24 tahun

9,23%

Susenas

Pemuda yang
mengonsumsi
napza

15-24 tahun

1,96%

BNN

Perbaikan kualitas
pengasuhan
pemuda oleh

15.  keluargadan
lingkungan melalui
optimalisasi
pendidikan informal

Proporsi pemuda
yang menerima
program pembinaan
keluarga

16-30 tahun

Kemensos

Arah Kebijakan 2: Meningkatkan ketersediaan layanan kesehatan fisik dan mental yang dapat

diakses oleh pemuda

16, envediaan fAngka kesakitan 16-30tahun  10,23%  SusenasKor
layanan kesehatan (morbiditas)
~ fisikyanglebih . .
7. merata, berkualitas, Angka nfeksi baru 16-30 tahun - Riskesdas
HIV/AIDS
— danramah pemuda
Susenas Kor
Kepemilikan Jaminan atau Badan
18. Kesehatan Nasional ~ 16-30tahun  46,24% Penyelenggara
(JKN) Jaminan Sosial
(BPJS) Kesehatan
Partisipasi dalam Susenas Modul
19. berolahraaa 16-80tahun  33,00% Sosial Budaya dan
9 Pendidikan (MSBP)
Jumlah program
0. kesehatan fisik B B Kemenkes
pemuda di
masyarakat
22 Background Study Rencana Pembangunan
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Strategi dan

Kelompok Capaian

Prioritas Indikator Usia 2021 Sumber Data
) Persentase
Penyediaan sekolah dan
layanan preventif perguruan tinggi
21 kesehatan mental dengan program B -
melalui penciptaan  esejahteraan
lingkungan yang mental
— mendukung
kesejahteraan Persentase
mental bagipemuda  tempatkerja Kemnaker
22, didalam dan luar dengan program B - Kemenkes’
sekolah kesejahteraan
mental
Penyediaan
layanan kesehatan
23.  mental kuratif dan Angka depresi 16-30 tahun - Riskesdas

rehabilitatif bagi
pemuda

Arah Kebijakan 3: Meningkatkan fasilitasi partisipasi ketenagakerjaan dan kontribusi nyata
pemuda dalam berbagai bidang pembangunan

24. Penguatan Proporsi pgmuda 16-30tahun  18,46%  Sakernas
ekosistem untuk yang berwirausaha
mengoptimalkan
perkembangan
kewirausahaan
25, pemudayang Angka kemudahan - Kemenkop UKM
berdaya saing di memulai usaha
tingkat nasional dan
global
Perluasan akses
pemuda terhadap Tingkat
26. peluang kerja yang pengangguran 16-30tahun  14,42%  Sakernas
layak di dalam dan terbuka (TPT)
luar negeri
Sedang tidak
27 bersekolah, bekera, 15 o4 (ohun  22,40%  Sakernas
atau mengikuti
pelatihan (NEET)
Proporsi pemuda
28. yang bekerjadiluar ~ 16-30 tahun - Kemnaker
negeri
Sakernas atau
Kepemilikan Jaminan
29. Ketenagakerjaan 16-30 tahun ) BPIS
Ketenagakerjaan
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No.

30.

3l

32.

38.

34.

Strategi dan
Prioritas

Peningkatan fasilitasi
bagi pemuda

untuk berkontribusi
nyata dalam
berbagai bidang
pembangunan

Indikator

Keikutsertaan dalam

Kelompok
Usia

Capaian

2021

Sumber Data

kegiatan sosial 16-30 tahun 5(3;’8’%? Susenas MSBP
kemasyarakatan

Partisipasi dalam B 6,36%

berorganisasi 16-30 tahun (2018) Susenas MSBP
Ketersediaan ruang B B Podes

publik

Persentase pemuda
yang terlibat/
dilibatkan dalam
perencanaan
pembangunan

Indikator yang perlu
dikembangkan
pendataannya

Jumlah
penyelenggaraan
program/forum/
pertemuan sektor
kepemudaan

Kemenpora

Arah Kebijakan 4: Membenahi pengelolaan pembangunan pemuda agar berjalan sinergis
lintas pemangku kepentingan

35.

36.

Penyesuaian kerangka
regulasi dan anggaran
kepemudaan

Tercantumnya indikator

pembangunan
pemuda yang sinkron
dengan arah kebijakan
pembangunan
pemuda didalam
Permendagri No. 90
Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi,
dan Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah

Kemendagri

Tersusundan
terlaksananya grand
design pembangunan
pemuda yang selaras
dengan arah kebijakan
pembangunan
pemuda dalam RPJPN
2025-2045dan
RPIMN 2025-2029

Kemenpora
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Strategi dan

Prioritas

Indikator

Kelompok
Usia

Capaian
2021

Sumber Data

rujukan penyusunan
strategi dan kebijakan
kepemudaan
(termasuk untuk
penentuan sasaran
penerima program)

37.  Peningkatankapasitas  Terlaksananya program
kementerian/dinas asistensi berkelanjutan
penanggung jawab dari KemenPAN-
bidang pemuda dalam  RB, Bappenas,
menjalankan kebijakan  dan Kemenko PMK
kepemudaan yang untuk meningkatkan
sinergis antarsektor kapasitas SDM

- - Kemenpora
dan kelembagaan
Kemenpora/Dispora
dalam melakukan
perencanaan
pembangunan dan
mengoordinasikan
kebijakan lintas sektor

38. Pengadvokasian Tersusunnya standar
kepada berbagai program kepemudaan
pihak (lintas sektor (untuk memastikan
dan lintas pemangku penerapan prinsip
kepentingan) untuk pembangunan
mengintervensi pemuda di program
pemuda/kelompok lintas sektor)

39. pemudadan Tersusunnya
menyelenggarakan instrumen sinkronisasi
layanan ya'ng. . dan koordinasi
memenuhi prinsip

perencanaan
pembangunan pemuda dan pelaksanaan
pembangunan,
serta instrumen
- - Kemenpora
pemantauan dan
evaluasi program
pembangunan
pemuda lintas sektor
40. Terbangunnya
mekanisme
pengintegrasian data
lintas K/L sebagai
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Strategi dan

Kelompok Capaian

Prioritas Indikator Usia 2021 Sumber Data
41, Penyelenggaraan Terselenggaranya

pemantauan dan dialog terencana

evaluasi yang ditujukan  secara berkelanjutan

untuk meningkatkan dengan berbagai pihak

efektivitas dan efisiensi  untuk:

pelaksanaan program
* memetakan celah

kebutuhan layanan;

* mendorong
kesadaran
pemangku - - Kemenpora
kepentingan
untuk melibatkan
pemuda; dan

+ mengadvokasi
sikap ramah
pemuda kepada
sektor swasta,
masyarakat/
komunitas, dan
instansi pemerintah

Indikator lintas arah kebijakan (informasi)
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No.

42.

Strategi dan
Prioritas

Penyebaran
informasi layanan

Indikator

1. Adanya komitmen

bersama lintas

Kelompok
Usia

Capaian
2021

Sumber Data

pendidikan formal, pemangku
nonformal, dan kepentingan
informal kepada untuk berbagi
pemuda secara informasi/
merata kegiatan
Penyebaran di institusi )
informasilayanan masmdg-masmg
kesehatan fisik dan yang capat
mental kepada dimanfaatkan
pemuda secara oleh permuda
merata 2. Dirumuskannya
analisis informasi
yang dibutuhkan
pemuda dengan
melibatkan
pemuda

3. Terbangunnya
platform untuk
menghimpun dan
menyosialisasikan

Kemenpora dan
Dispora provinsi/
kabupaten/kota

Penyebaran informasi layanan
informasi secara kepemudaan
merata kepada lintas sektor
pemuda mengenai secara luring
peluang kerja, dan daring,
kewirausahaan, termasuk untuk
dan partisipasi menghimpun
yang aman dan data individu
bermakna dalam pemuda
pembangunan 4, Terlaksananya
penyebaran
informasi layanan
kepemudaan
lintas sektor yang

mudah diakses
oleh pemuda,
baik secara luring
maupun daring

Catatan: Data yang capaian terakhirnya tidak ditampilkan terdiri atas (i) data yang belum tersedia dan perlu disediakan oleh K/L terkait
dalam periode yang diharapkan; dan (i) data yang telah ada, tetapi tidak kami miliki.

Di samping itu, kami juga memproyeksikan capaian masing-masing indikator menggunakan
data beberapa tahun terakhir. Kami menyajikan hasil proyeksi dengan pendekatan business
as usual, optimistic, dan pessimistic.? Berikut adalah hasil proyeksi sejumlah indikator yang
dapat diproyeksikan hasilnya di masing-masing tahun anggaran.

2 Perlu diperhatikan bahwa hasil peramalan yang ditampilkan adalah model proyeksi eksponensial karena
hasil root mean square error (RMSE) pada model ini merupakan yang terendah dibandingkan model
proyeksilinear dan logaritmik.
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\\[o R Indikator

Proyeksi Indikator RPJMN 2025-2029 Bidang Pemuda

Pendekatan

Proyeksi

Tahel 6.

Capaian
2021

2025

2026

2027

2028

2029

Arah Kebijakan 1: Memeratakan layanan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat
membentuk nilai, sikap, dan keterampilan pemuda

Business as 9125% 91,89% 92,54% 93)9% 93,85%
usual
1 APK sekolah . 8893%

" menengah Optimistic FUP 03,57%  94,86%  96,5%  9746%  97,88%
Pessimistic 90,09% 90,41% 90,74% 91,06%  91,39%
pusiness as 3616% 3726% 38,40% 39,57% A40,77%

APKperguruan — Ysval
2 perg 3119%

© tinggi Optimistic ! 4118%  43,33% 4560% 4794% 50,35%
Pessimistic 33,68% 34,23% 34,79% 3538% 3598%
3“3(52327 as N,54%  N7%  N,88% 12,05% 12,22%

3 Rata-ratalama 10,89
© sekolah Optimistic tahun 1219%  12,53% 12,86%  13,21%  13,56%
Pessimistic N22%  NM30% N38%  N47%  1,56%
Proporsi B”ﬁi’;ﬁ;ﬁ as 100%  100% 100%  100%  100%
4 pemuda yang 9017%

* mengakses Optimistic ! 100% 100% 100% 100% 100%
nternet Pessimistic 100%  100%  100%  100%  100%
Proporsi B“ﬂ’;i:f as 24,51% 24,32% 2412% 23,93% 23,74%

5 pemudayans  optmisic >0 2306% 2356% 287%  22,79% 22,40%

Pessimistic 2479%  24,69% 24,60% 24,50% 24,40%
Perempuan Business as 9 o o o o
berusia 20-24 usual 8,41% 8% 7,82% 7,54% 7,26%
6. ﬁgﬁgﬁng Optimistic 9,23%  760% 6,99% 6,40% 584%  530%
sebalum 18 Pessimistic 882% 867% 852% 838% 825%
Arah Kebijakan 2: Meningkatkan ketersediaan layanan kesehatan fisik dan mental yang dapat diakses oleh
pemuda
Business as 9,54%  967%  979%  992% 10,05%
usual
. Optimistic 8,86% 9% 9,36% 9,61% 9,87%
kggaljtan Pessimistic 10,23%
989% 995% 10,01% 10,08%  10,4%
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No. Indikator Proyeksi 2021

Pendekatan Capaian

2025

2026

2027

2028

2029

Arah Kebijakan 3: Meningkatkan fasilitasi partisipasi ketenagakerjaan dan kontribusi nyata pemuda dalam

berbagai bidang pembangunan

. Business as 14,06% 14,05% 14,04% 14,03% 14,03%
Tingkat usual
8 pengengguan  opmisic 2% 1370%  18e8%  1366% 1365% 1368%
Pessimistic 1424% 1423% 1423% 1423% 14,22%
B“ﬁgﬁ;fas 24,99% 25/45% 2593% 26,41% 26,90%
9. NEET Optimistic ~~ 2240% 0758%  08,51% 2045% 80,42% 3140%
Pessimistic 23,69% 23,93% 24)6% 24,40% 24,65%
. Business as 18)0% 1798% 17,86% 17,75%  17,63%
Proporsi usual
10. permudayand  Optimistio 1846% 794%  Wws%  1727%  1703%  16,80%
erwirausaha "0
Pessimistic 18,28% 1822% 1816%  1810% 18,04%

Sumber: Diolah oleh penulis dari Susenas dan Sakernas.

Proyeksi yang ditampilkan di atas diharapkan mampu menjadi salah satu cara untuk
menentukan strategi dan target ideal untuk masing-masing indikator. Hal ini perlu diupayakan
demi mendukung visi yang telah dicanangkan melalui Visi Indonesia 2045.
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BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN

Bab ini akan membahas pelaksanaan rancangan arah kebijakan RPJPN 2025-2045 dan RPIMN
2025-2029 Bidang Pemuda. Setidaknya terdapat empat hal yang diperlukan agar rancangan
arah kebijakan pembangunan pemuda yang diajukan pada Bab Il dapat berjalan optimal, yaitu (i)
keberadaan kerangka regulasi yang mendukung; (i) ketersediaan pendanaan; (i) terbangunnya
sinergi lintas sektor; dan (iv) keberadaan pemantauan dan evaluasi.

Kerangka regulasi (Subbab 4.1) dianalisis dengan meninjau keberadaan dan kebutuhan
terhadap peraturan. Kerangka pendanaan (Subbab 4.2) dianalisis untuk menggali potensi
pendanaan penyelenggaraan pembangunan. Kerangka sinergi lintas sektor (Subbab
4.3) dirancang dalam rangka membantu mendorong pewujudan koordinasi pelaksanaan
pembangunan pemuda yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan, baik antar-K/L
maupun dengan pihak nonpemerintah (swasta, ornop, mitra pembangunan, dan akademisi).
Kerangka pemantauan dan evaluasi pembangunan pemuda (Subbab 4.4) diarahkan
untuk mengoptimalkan proses pembelajaran yang berkelanjutan, terutama dalam rangka
mengatasi tantangan pelaksanaan pembangunan dan menangkap peluang masa depan.

IV.1 Kerangka Regulasi

Regulasi memiliki peran penting sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan
pembangunan. Regulasi yang mendukung, disertai dengan harmonisasi peraturan,
dibutuhkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan. Subbab ini menganalisis
kerangka regulasi yang telah tersedia saat ini dan mengidentifikasi regulasi yang diperlukan
ke depannya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan pemuda. Peninjauan
dilakukan atas kelima isu strategis pembangunan pemuda.

Kerangka regulasi utama yang melandasi pelaksanaan pembangunan pemuda di Indonesia
adalah UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Tujuan yang ingin dicapai oleh
pelayanan kepemudaan dalam UU ini adalah pemuda yang memiliki nilai kebaikan di dalam
dirinya (beriman dan bertakwa), memiliki kapasitas psikologis (kreatif, mandiri, inovatif,
berdaya saing, bertanggung jawab, dan berjiwa kepemimpinan), sehat, berpartisipasi di
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bidang ketenagakerjaan (kewirausahaan, kemandirian, dankepeloporan), serta berpartisipasi
dalam pembangunan (dengan adanya jiwa kepeloporan). Tujuan ini sejalan dengan harapan
terhadap para pemuda pada 2045 yang tertuang didalam Laporan Background Study RPIPN
2025-2045. Disamping itu, UU Kepemudaan juga telah menempatkan pemuda tidak hanya
sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan.

Namun, perlu dicatat bahwa ruang lingkup intervensi pemuda yang diarahkan di dalam UU
Kepemudaan (yang terdiri atas penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda)
bertumpang-tindih. Padahal, upaya yang ditujukan untuk mendorong penyadaran pemuda
dapat secara langsung menumbuhkan aspek pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
Ketika struktur organisasi Kemenpora dirancang berdasarkan ketiga aspek ini, tumpang-
tindih aktivitas menjadi tidak terhindarkan.

Paradigma intervensi pembangunan pemuda di dalam UU Kepemudaan perlu diubah
supaya dapat mengawal pembangunan pemuda dengan lebih efektif dan efisien di masa
mendatang. Paradigma tersebut juga perlu diarahkan untuk memastikan adanya intervensi
yang tepat dalam rangka meningkatkan penguasaan kapasitas individu (kapasitas psikologis
dan kognitif) dan kesehatan fisik dan mental pemuda (serta pencegahan perilaku berisiko),
seraya mendorong mereka agar menjadi sumber daya manusia yang aktif dalam mewujudkan
kemandirian ekonomi dan berkontribusi dalam pembangunan.

Penyelenggaraan pembangunan pemuda di dalam UU Kepemudaan perlu dirancang
sedemikian rupa agar dapat dilakukan secara sinergis lintas sektor di pemerintahan dan
dengan pihak nonpemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Fungsi Kemenpora
sebagai Kementerian Kelompok Il juga perlu dikedepankan di dalam UU Kepemudaan,
yaitu sebagai kementerian yang menjalankan fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan
pembangunan pemuda. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan ini perlu dilakukan secara
berkelanjutan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi.

Disampingitu, UUKepemudaanjuga perlumemastikan bahwa pembangunan pemuda dapat
melingkupi semua pemuda dari beragam karakteristik sosiodemografis. Aspek kesetaraan
gender, disabilitas, dan inklusi sosial harus menjadi jiwa/landasan UU Kepemudaan guna
memastikan tidak adanya seorang pemuda pun yang tertinggal dalam upaya pembangunan
pemuda yang dilakukan.

Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal

Saat ini, terdapat tiga UU yang menjadi dasar penyelenggaraan sistem pendidikan di
Indonesia, yaitu UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), UU
No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi. Upaya integrasi dan pembaruan ketiga UU tersebut sangat dibutuhkan agar regulasi
tidak bertumpang-tindih (terbangun sinkronisasi aturan) dan dapat disesuaikan dengan
perkembangan zaman, termasuk mengakomodasi berbagai tantangan dan peluang masa
depan, khususnya diselaraskan dengan pesatnya kemajuan teknologi digital.
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Naskah akademik dan Rancangan UU (RUU) tentang Sisdiknas yang telah disusun oleh
Kemendikbudristek untuk kemudian dibahas secara transparan dan melibatkan publik sempat
menjadi usulan prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada 2022 (Kemendikbud,
2022). Namun, Badan Legislasi Nasional pada 20 September 2022 memutuskan untuk
menariknya kembali karena masih perlu diperbaiki (Firmawati, 2022). Hal ini dilakukan atas
tuntutan sejumlah pihak yang kontra terhadap proses penyusunan RUU karena dinilai belum
transparan dan melibatkan publik secara luas, dengan substansi yang masih lemah dan
tidak sesuai harapan (Hidayat, 2022; Purwata, 2022). Di satu sisi, kondisi ini menyebabkan
tertundanya pengesahan RUU tentang Sisdiknas, padahal regulasi ini sangat dibutuhkan. Di
sisi lain, ini menjadi kesempatan yang baik untuk memastikan tersusunnya RUU yang benar-
benar dapat menjawab tantangan pendidikan masa depan bagi pemuda, khususnya yang
menjadi sasaran utama pelaksanaan kebijakan pendidikan. Pendidikan merupakan aspek
terpenting dalam membentuk karakter dan kapasitas pemuda. Oleh karena itu, pendidikan
menjadi salah satu arah kebijakan penting dalam RPJPN 2025-2045 dan khususnya pada
RPJMN Bidang Pemuda tahap pertama.

Saat ini, setidaknya terdapat lebih dari enam peraturan pemerintah (PP) dan lebih dari 80
peraturan menteri (permen) yang merupakan peraturan pelaksana dari ketiga UU tersebut
(Luknanto, 2018). PP yang ada tersebut mengatur tentang standar nasional pendidikan,
pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, serta guru. Sementara itu, sebagian dari
permen mengatur pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal, mulai
dari tingkat pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi. Namun, belum ada sinkronisasi
yang baik di antara banyaknya peraturan tersebut (Badan Legislasi DPR RI, 2019).

Selama proses penghimpunan dan analisis background study RPJPN 2025-2045 Bidang
Pemuda dan RPIMN 2025-2029 Bidang Pemuda, ditemukan sejumlah celah kebijakan
yang substantif. Beberapa aspek substantif yang perlu mendapat perhatian agar dapat
diakomodasi dalam RUU tentang Sisdiknas dan peraturan pelaksananya secara sinkron
adalah:

(1) kurikulum pendidikan formal, terutama di tingkat pendidikan menengah dan atas, yang
mampu menyeimbangkan aspek akademis dan nonakademis;

(2) pendidikan yang dapat membentuk pemuda supaya memiliki keterampilan yang
berdaya saing dan adaptif terhadap permintaan pasar tenaga kerja di dalam dan luar
negeri;

(3) pendidikan yang berorientasi pada peluang ketenagakerjaan dan kontribusi nyata
pemuda dalam berbagai bidang pembangunan untuk menguatkan terjadinya link and
match, yaitu penggalian kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja dan pembangunan
masyarakat ke depan;

(4) pemerataan layanan pendidikan, terutama pendidikan tinggi, yang dapat diakses dan
dijangkau pemuda di semua wilayah Indonesia;

(5) penguatan prinsip nondiskriminatif dan inklusivitas bagi semua kalangan/kelompok
pemuda untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas;
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(6) pendidikan yang dapat menguatkan kapasitas psikologis pemuda agar tangguh
dalam menghadapi tuntutan dan persaingan di bidang ketenagakerjaan dan mampu
berkontribusi nyata dalam berbagai bidang pembangunan di masa depan; dan

(7) kualifikasi dan pengaturan insentif bagi guru yang dapat mendukung dan menjamin
penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang merata dan
berkualitas.

Ruanglingkup pendidikan nonformaldalamUU Sisdiknas meliputipendidikankecakapanhidup,
pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan,
pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatinan kerja, pendidikan kesetaraan,
serta pendidikan-pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan
pesertadidik. Sementaraitu, pendidikaninformal yang dilakukan oleh keluarga danlingkungan
berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Dapat dilihat bahwa penyelenggaraan pendidikan
nonformal maupun informal masih belum mencakup pembinaan keluarga, termasuk
pengasuhan. Oleh karena itu, peran pendidikan informal ke depannya perlu mencakup aspek
pembinaan pengasuhan.

Pembinaan keluarga, termasuk pengasuhan, diatur dalam PP No. 44 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pengasuhan Anak, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Sosial
(Permensos) No. 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 44 Tahun 2017
tersebut. Kedua peraturan ini mengacu pada UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pelaksanaan pengasuhan anak
bertujuan untuk memenuhi pelayanan dasar dan kebutuhan setiap anak akan kasih sayang,
kelekatan, keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak sipilnya, serta memastikan pengasuhan
yang layak bagi mereka. Dengan demikian, keberadaan peraturan-peraturan di atas dapat
meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak, serta menetapkan standar-standar
yang jelas bagi masyarakat untuk mengasuh anak, termasuk kelompok usia pemuda.

Pengasuhan anak di luar keluarga diatur secara jelas dalam PP No. 44 Tahun 2017 dan
Permensos No. 1Tahun 2020. Bagi anak yang (i) orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh
kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial; (i) orang tuanya
dicabut kuasa asuhnya berdasarkan penetapan pengadilan; dan/atau (i) memerlukan
perlindungan khusus, pengasuhannya harus dilakukan oleh lembaga pengasuhan anak,
baik di dalam maupun di luar panti. Ini menunjukkan bahwa pengaturan pengasuhan anak
telah dibangun dengan memadai dan harus dilaksanakan secara konsisten agar kapasitas
psikologis pemuda menjadi kuat dan siap menghadapi berbagai tantangan masa depan.

Sistem Informasi

UUNo. 14 Tahun2008 tentangKeterbukaan InformasiPublik (KIP) dan peraturan pelaksananya,
PP No. 61 Tahun 2010, menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperolehinformasiuntuk mengembangkan pribadidanlingkungan sosialnya, sertaberhak
untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan
segala jenis saluran yang tersedia. Di dalam UU KIP tersebut, dinyatakan pula kewajiban
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badan publik® untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik
di bawah kewenangannya secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada pemohon
informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Badan publik
juga harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk
mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat mudah diakses, dengan
memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Padadasarnya, UUKIP merupakanjaminan hukumbagisetiap orang, termasuk pemuda, untuk
mendapatkan hak atas informasi publik. Dalam pelaksanaannya, terdapat banyak hambatan,
terutama dari sisi penyedia (sumber dan saluran informasi) dan infrastrukturnya yang tidak
memadai, yang membuat informasi kepemudaan tidak dapat diakses dan diterima secara
merata oleh semua kalangan pemuda. Kemenkominfo (2021) mengakui bahwa meski UU KIP
telah diberlakukan selama 13 tahun, belum semua badan publik menjalankan pengelolaan
dan pelayanan informasi publik dengan baik. Berdasarkan hasil pemantauan Komisi Informasi
Pusat (KIP) pada 2021, jumlah badan publik yang mendapatkan peringkat informatif baru
sebesar 24,63 persen (Kemenkominfo, 2022).

Pemuda sebagai pihak yang memerlukan informasi juga menghadapi hambatan akibat
lemahnya sarpras yang dimiliki untuk mengakses informasi yang tersedia. Namun demikian,
dapat dipastikan bahwa semua K/L dan sebagian besar pemerintah daerah dan dinas/
badan teknis di daerah memiliki platform sistem informasi berupa situs dan media sosial
dengan format dan pengelolaan konten yang bervariasi. Akan tetapi, mengingat bahwa
belum semua pemuda dapat mengakses informasi secara daring, kebijakan terkait layanan
akses informasi yang diselenggarakan secara luring tetap dibutuhkan. Dalam hal ini, dinas/
badan teknis terkait di daerah harus mampu membuat kebijakan untuk menyediakan dan
menyebarluaskan informasi kepemudaan secara luring yang dapat diakses oleh pemuda
secara merata dan inklusif.

Informasi yang dibutuhkan pemuda dalam rangka mengoptimalkan perannya dalam
pembangunan dapat dibedakan berdasarkan dua kategori informasi, yaitu (i) informasi
mengenai layanan yang berhubungan dengan upaya penguatan kapasitas individu
(khususnya layanan pendidikan formal dan nonformal) dan kesehatan fisik dan mental,
termasuk informasi tentang keberadaan intervensi pemberdayaan pemuda yang
diselenggarakan oleh pemerintah dan nonpemerintah; dan (i) informasi mengenai peluang
dan/atau fasilitas terkait pekerjaan dan usaha masa kini dan masa depan, serta peluang
partisipasi yang luas dalam pembangunan berbagai sektor. Oleh karena itu, adalah hal yang
penting untuk membuat kebijakan terkait sistem informasi layanan kepemudaan lintas sektor
dan peluang partisipasi dari berbagai instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah,
yang pengelolaannya dapat disinergikan dengan basis data individu pemuda dengan
mengoptimalkan platform-platform yang sudah dibangun.

3 Lembaga pemerintah atau nonpemerintah yang didanai anggaran negara/daerah, sumbangan
masyarakat, dan dana luar negeri.
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Layanan Kesehatan Fisik dan Mental

UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang kemudian dipertegas oleh Perpres No.
72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, telah menekankan pelaksanaan sistem
kesehatan nasional pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat, profesionalisme
SDM kesehatan, serta upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif
danrehabilitatif. Namun, terlepas dariperkembanganyang telah dicapaidalam pembangunan
kesehatan, masih terdapat banyak permasalahan mendasar yang belum tertangani dengan
baik sehingga tujuan pembangunan kesehatan belum dicapai sesuai harapan.

Permasalahan dalam pembangunan kesehatan saat ini yang juga dihadapi oleh kalangan
pemuda masih berkisar pada aspek-aspek mendasar, seperti belum optimalnya kualitas
layanan, pemerataan fasilitas kesehatan, dan keterjangkauan layanan kesehatan,
serta kualitas SDM kesehatan yang belum sepenuhnya menunjang penyelenggaraan
pembangunan kesehatan. Pandemi COVID-19 telah memberikan pembelajaran dan refleksi
penting akan lemahnya sistem kesehatan nasional Indonesia, khususnya terkait kemampuan
pencegahan dan penanganan lonjakan kasus, termasuk kesulitan dalam memobilisasi
sumber daya kesehatan yang ada. Pembelajaran penanganan pandemi dari COVID-19
tersebut menjadi salah satu dasar urgensi perlunya penguatan pencegahan penyakit dan
sistem kesehatan nasional (Bappenas, 2022).

Seperti telah dibahas sebelumnya, kompleksitas permasalahan kesehatan fisik dan
mental di kalangan pemuda kian menunjukkan pentingnya upaya kesehatan pemuda yang
lebih inovatif dan komprehensif. Upaya tersebut selanjutnya juga dapat dijadikan sebagai
intervensi prioritas guna mengatasi masalah kesehatan dimasyarakat secara umum. Amanat
mengenai upaya kesehatan anak usia sekolah dan remaja telah tertuang dalam Peraturan
Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak. Upaya
tersebut ditujukan agar setiap anak memilikikemampuan berperilaku hidup bersih dan sehat,
keterampilan hidup sehat, dan keterampilan sosial yang baik sehingga dapat belajar, tumbuh,
dan berkembang secara harmonis dan optimal menjadi SDM yang berkualitas. Sementara
itu, pelayanan bagi pemuda di atas usia 18 tahun tidak diatur secara khusus sehingga mereka
diperlakukan sebagai masyarakat pada umumnya.

Permenkes No. 25 Tahun 2014 juga menyatakan bahwa pelayanan kesehatan anak usia
sekolah dan remaja diselenggarakan setidaknya melalui usaha kesehatan sekolah (UKS)
dan pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR). Pelayanan kesehatan yang dimaksud
dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan melibatkan guru pembina UKS, guru bimbingan dan
konseling, kader kesehatan sekolah, dan konselor sebaya. Konsep PKPR yang diberlakukan
sejak 2003 dapat dibilang sudah cukup ideal, dengan meliputi (i) pelayanan konseling; (ii)
pelayanan klinis medis; (i) pelayanan rujukan; (iv) pemberian komunikasi, informasi, dan
edukasi kesehatan remaja; (v) partisipasi remaja; dan (vi) keterampilan sosial. Berdasarkan
penelurusan informasi secara daring, dapat diketahui bahwa PKPR dilaksanakan oleh
puskesmas dan memberikan layanan pemeriksaan kehamilan bagi remaja, konseling semua
masalah kesehatan reproduksi dan seksual, konsultasi mengenai masalah kejiwaan, HIV/
AIDS, infeksi menular seksual (IMS), dan anemia. Sasaran PKPR adalah semua anak dan
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remaja di dalam dan luar sekolah, termasuk korban kekerasan terhadap anak, anak yang
terlibat dalam persoalan hukum, anak dengan disabilitas, anak telantar, anak jalanan/pekerja
anak, dan anak yang tinggal di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan terisolasi.

Namun, kebijakantersebutbelumdapat terealisasisesuairencana. Misalnya, koordinasiantara
sekolah dengan penyelenggara layanan kesehatan masyarakat, khususnya puskesmas,
masih belum terjalin secara memadai di semua daerah. Selain itu, belum semua kecamatan,
terutama di Papua, memiliki puskesmas. Demikian pula dengan kualitas pelayanan kesehatan
di puskesmas yang umumnya masih rendah-hingga 2020, dari semua puskesmas yang
terakreditasi, hanya ada 3% yang sudah memenuhi standar akreditasi paripurna (Bappenas,
2022). Layanan untuk remaja di daerah terpencil umumnya terhambat oleh jarak, kondisi
geografis, sarana transportasi yang masih terbatas, dan biaya transportasi yang mahal.
Sementara itu, pelaksanaan pelayanan kesehatan mental berupa upaya rehabilitatif yang
mudah diakses dan terjangkau, baik bagi masyarakat secara umum maupun pemuda, masih
terbatas dan relatif tertinggal dibandingkan layanan kesehatan fisik.

Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan

Terkait kewirausahaan, pemerintah telah mengeluarkan Perpres No. 2 Tahun 2022
tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024. Perpres ini menjadi
pedoman bagi berbagai pemangku kepentingan untuk melakukan pengembangan
kewirausahaan dalam kerangka pembangunan 2021-2024. Tujuan dari perpres ini adalah
untuk menyinergikan intervensi lintas pemangku kepentingan, memperkuat ekosistem
kewirausahaan, dan menumbuhkan dan mengembangkan para wirausaha dan skala
usahanya. Kerangka kebijakan yang diusung dalam perpres ini adalah kemudahan, insentif,
dan pemulihan.
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Tabel 7.

Kemudahan, Insentif, dan Pemulihan dalam Perpres No. 2 Tahun 2022

Kemudahan

Perizinan usaha

+ Standardisasi dan sertifikasi

dalam negeri dan untuk ekspor

Akses pembiayaan dan
penjaminan

Pengutamaan dalam
pengadaan barang dan jasa
pemerintah dan akses pasar
digital badan usaha milik negara

* Akses penyediaan bahan baku

dan/atau penolong

Insentif

+ Pengurangan,
keringanan, dan/atau
pembebasan pajak
daerah dan retribusi
daerah

+ Subsidibunga
pinjaman pada kredit
program pemerintah

+ Fasilitas pajak
penghasilan

Pemulihan

Dalam keadaan kahar
(force majeure),

K/L dan pemerintah
daerah mengupayakan
pemulihan wirausaha
melalui:

* restrukturisasi kredit;

+ rekonstruksi usaha;

bantuan modal; dan

* bantuan dalam bentuk

lain.

+ Akses fasilitas umum, meliputi
lahan area komersial, pada
tempat perbelanjaan, dan/atau
tempat promosi strategis

+ Kemudahan melakukan riset
dan pengembangan usaha

+ Akses peningkatan kapasitas
usaha melalui pendampingan,
pendidikan/pelatihan, dan
bimbingan teknis

Untuk melaksanakan pengembangan kewirausahaan nasional secara terencanadan terpadu
lintas sektor, dibentuklah Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang diketuai oleh
Menteri KUKM dan beranggotakan 20 K/L, termasuk Kemenpora.

Untuk mendukung dan memperkuat pelaksanaan Perpres No. 2 Tahun 2022, pemerintah
mengeluarkan Strategi Nasional (Stranas) Kewirausahaan Pemuda. Terdapat lima kebijakan
yang diusung dalam stranas ini, yaitu (i) membangun kompetensi kewirausahaan pemuda
yang komprehensif dan berkelanjutan; (i) membuka pasar dan peluang pemasaran; (iii)
menguatkan ketersediaan dan akses permodalan; (iv) meningkatkan dukungan keluarga dan
masyarakat; dan (v) melakukan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan
strategi utama dan penciptaan iklim usaha yang kondusif. Di samping itu, Indonesia juga
memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur kewirausahaan pemuda,
yaitu PP No. 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan
Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan dan Peraturan Menteri
Pemuda dan Olahraga (Permenpora) No. 0944 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian
Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda.
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Ke depannya, pelaksanaan pengembangan kewirausahan pemuda perlu memperhatikan
strategiyangtepatuntukmeningkatkansinergilintasK/Ldanmenjaminbahwapengembangan
kewirausahaan dapat menyasar pemuda perempuan, penyandang disabilitas, miskin, dan
putus sekolah yang memiliki minat kewirausahaan.

Di bidang ketenagakerjaan, aspek yang perlu diperhatikan adalah terciptanya banyak jenis
pekerjaanbarudieradisrupsiteknologisaatini, termasuk terjadinyapembaruan polahubungan
kerja antara pemberi kerja dan karyawan. Pola hubungan kerja sebagai mitra (dalam konteks
kurir dan ojek daring) belum tercakup dalam ruang lingkup peraturan ketenagakerjaan.
Profesi sebagai kurir/ojek daring saat ini dinaungi oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika (Permenkominfo) No. 1 Tahun 2012, tetapi konteks kerja dalam peraturan ini
tidak relevan dengan konteks kerja saat ini. Kondisi ini menyebabkan pekerja (mitra) tidak
mendapat haknya dalam bekerja dan membuka peluang untuk mengeksploitasi mereka.
Ke depannya, pemerintah perlu menerapkan regulasi yang mengatur tentang ekonomi gig
sebagai dasar hukum penerapan perlindungan bagi pekerja dalam pola hubungan kerja yang
"baru”, termasuk pola hubungan kerja sebagai "mitra”.

Penguasaan keterampilan digital akan semakin berpeluang meningkatkan kualitas SDM dan
peluang kerja, mendorong produktivitas (meningkatkan kualitas dan efisiensi kerja), serta
memicu transformasi struktural ke arah yang lebih baik. Hal ini tidak hanya relevan untuk
konteks pekerja, tapi juga wirausaha. Dengan perkembangan teknologi yang memfasilitasi
terciptanya jenis pekerjaan baru dan hilangnya jenis pekerjaan tertentu, terdapat urgensi
untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki pemuda (upskilling)
dan menguasai keterampilan baru untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan yang berbeda
dari pekerjaan sebelumnya (reskilling).

Untuk mewujudkan hal ini, dibutuhkan literasi digital penduduk dan kompetensi digital
tenaga kerja. Namun, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Diningrat et al.
(2022), mayoritas pekerja Indonesia tidak memiliki keterampilan digital atau hanya memiliki
keterampilan digital tingkat dasar. Indonesia juga mengalami kekurangan talenta digital
tingkat mahir (advanced digital talent) dibidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Sejauh ini, pemerintah telah berupaya menaruh perhatian pada transformasi digital. Dalam
RPIMN 2020-2024, terdapat penekanan pada pentingnya transformasi digital untuk
mendorong produktivitas perekonomian dan pemberian layanan publik. Terdapat pula
Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (KepmenPPN) No. KEP.93/M.PPN/
HK/11/ 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pelaksanaan
Transformasi Digital. Kendati demikian, sejauh ini, belum ada kerangka kebijakan yang
diarahkan untuk pengembangan talenta digital di Indonesia. Diantara kebutuhan kebijakan ke
depan adalah pembentukan komite nasional akselerasi digital dan peta jalan digital nasional
(Diningrat et al.,, 2022).
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Kontribusi Nyata Pemuda dalam Berbagai Bidang Pembangunan

Pemerintah telah mengakui pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
pemerintahan ditahap perencanaan, implementasi, dan pemantauan dan evaluasikebijakan.
UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan
bahwa optimalisasi partisipasi masyarakat merupakan salah satu tujuan dari disusunnya
sistem perencanaan pembangunan nasional (Pasal 2). Agar dapat mengakomodasi
kepentingan berbagai pihak, pendekatan partisipatif dilakukan dalam penyelenggaraan
perencanaan pembangunan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, baik
dari unsur-unsur penyelenggara negara maupun masyarakat. Begitu pula halnya dengan
pelaksanaan dan pemantauan/evaluasi kebijakan yang tidak hanya dilakukan secara
langsung oleh pemerintah, tetapi juga dengan mendorong partisipasi masyarakat. Pelaku
pembangunan dalam UU ini didefinisikan sebagai pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten,
dan kota), dunia usaha, dan masyarakat.

Dalam PP No. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah, terdapat pengakuan bahwa partisipasi dalam penyelenggaraan
pemerintah daerah adalah hak masyarakat. Pasal 2 menyebutkan bahwa “masyarakat berhak
berpartisipasi dalam penyusunan peraturan daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan
membebani masyarakat.” Pihak yang menjadi bagian dari masyarakat meliputi perseorangan
dan kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan, termasuk masyarakat hukum adat
atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik
sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung risiko.

Namun, penting untuk dicatat bahwa belum ada kerangka hukum yang menyatakan secara
eksplisit bahwa pemuda merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang perlu didorong
partisipasinya dalam pembangunan, baik secara langsung dalam proses perencanaan,
penyelenggaraan, dan pemantauan/evaluasi pembangunan maupun atas inisiatif sendiri/
bersama. Dalam konteks ini, inisiatif yang dimaksud adalah inisiatif untuk melakukan aktivitas
yang berkontribusi nyata terhadap pembangunan di berbagai bidang, seperti pelestarian
budaya, gerakan menjaga lingkungan, menjaga pertahanan keamanan masyarakat,
menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang, serta membangun kesejahteraan dan
lingkungan sosial masyarakat. UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan memang telah
mendorong peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya,
masyarakat, bangsa, dan negara, termasuk dalam proses perumusan kebijakan (Pasal 7 dan
17). Namun, UU ini belum secara tegas menyatakan pengemban tugas (duty bearer) dan
perannya untuk memastikan terwujudnya partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan di
berbagai bidang.
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IV.2 Kerangka Pendanaan

Masih terdapat sejumlah persoalan dalam hal pendanaan untuk bidang pemuda.
Berdasarkan temuan dari FGD yang kami lakukan, anggaran kepemudaan masih terbatas,
baik di tingkat pusat maupun daerah.* Penyebab utamanya adalah belum tersedianya grand
design pembangunan pemuda yang dapat memaparkan orientasi pembangunan pemuda
dari masa kini hingga masa depan. Alhasil, pembangunan pemuda tidak dianggap sebagai
agenda prioritas yang harus dilakukan. Oleh karena itu, grand design pembangunan pemuda
sangat penting untuk dibuat sesegera mungkin.

Baik melalui grand design maupun dokumen ini, kerangka pendanaan untuk bidang
pemuda yang akan disediakan harus sesuai dengan prinsip pembangunan kepemudaan
yang telah ditentukan, yaitu menjamin pelaksanaan strategi yang inklusif dan setara, ramah
pemuda, adaptif dengan memanfaatkan teknologi, serta mendukung koordinasi lintas
sektor kepemudaan. Agar dapat dijalankan sesuai prinsip yang telah disusun, pendanaan
perlu merujuk pada visi dan arah kebijakan yang ingin dicapai dalam dokumen ini. Adanya
visi pembangunan pemuda menunjukkan makin besarnya komitmen pemerintah terhadap
bidang pemuda sehingga pendanaan yang diberikan menjadi lebih besar. Masifnya
pendanaan tentu akan mendukungkeberlimpahan sumber daya yang dimilikiuntuk mencapai
target pembangunan kepemudaan. Dengan demikian, hasil yang diharapkan dari berbagai
pelaksanaan strategi pembangunan kepemudaan, khususnya untuk mendukung Indonesia
Emas 2045, dapat diperoleh manfaatnya secara maksimal, terutama ketika Indonesia
memperingati seratus tahun kemerdekaannya.

Menurut UU No. 40 Tahun 2009, pembangunan kepemudaan dapat didanai oleh berbagai
pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun nonpemerintah, termasuk di organisasi
kepemudaan dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Sumber pendanaan dapat
berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD), dan sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan. Peluang pendanaan dari pihak lain ini dapat menjadi potensi yang
masif untuk dimanfaatkan karena keterbatasan pendanaan sering kali menjadi isu yang
menghambat pelaksanaan pembangunan kepemudaan di tingkat pusat dan daerah.
Pemerintah, dalam hal ini melalui tim koordinasi lintas sektor pembangunan kepemudaan,
perlu mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan potensial. Sebagai identifikasi awal,
pendanaan pihak nonpemerintah dapat berasal dari (i) sektor swasta, misalnya berupa
skema kerja sama pemerintah dan badan usaha/public-private partnership (KPBU/PPP);
(i) lembaga donor penyelenggara program/bantuan, misalnya berupa dana hibah; dan (i)
masyarakat, yang umumnya berupa dana yang dikumpulkan melalui skema filantropi dan
kegiatan urun dana (crowdfunding).

Keberagaman sumber pendanaan yang tersedia perlu diturunkan menjadi strategi
dan intervensi dengan rencana kerja yang nyata. Pendanaan yang digunakan perlu
diorientasikan untuk mendukung rencana kerja yang efektif dalam memberikan dampak

4 Temuan dari 10 FGD yang dilaksanakan.
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terhadap pembangunan pemuda. Dimulai dari proses perencanaan dan implementasi,
skema pendanaan perlu didukung oleh kemudahan pencairan guna menciptakan efisiensi
dalam proses pembangunan. Di samping itu, pendanaan lintas sektor juga harus didukung
oleh prosedur pelaporan yang akuntabel kepada semua pihak penyedia dana sehingga
menumbuhkanrasakepercayaandanmenjadidukunganbagipemerintah dalam pelaksanaan
intervensi. Pada akhirnya, pemanfaatan dana yang seefektif mungkin perlu menjadi salah
satu bagian dariinstrumen pemantauan dan evaluasi agar ke depannya tercipta lebih banyak
program yang berorientasi pada hasil akhir pembangunan sektor kepemudaan.

IV.3 Kerangka Kelembagaan dan Koordinasi Lintas Sektor

Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan pemuda pada periode RPJIMN
2025-2029, perlu dilakukan pembenahan kelembagaan pembangunan pemuda dan
kerangka koordinasi lintas sektor. Hal ini dilakukan demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi
tata kelola pembangunan pemuda, mengoptimalkan partisipasi ketenagakerjaan pemuda,
serta mengoptimalkan kontribusi nyata pemuda dalam berbagai bidang pembangunan.

Kerangka Kelembagaan

Sejauhini, Kemenpora ditempatkan sebagaikementerian yang menjalankan fungsi koordinasi
di bidang pemuda sesuai amanat Perpres No. 68 Tahun 2019 dengan kerangka pelaksanaan
yang diatur dalam Perpres No. 66 Tahun 2017-yang kemudian digantikan oleh Perpres No.
43 Tahun 2022. Akantetapi, seperti yang dijelaskan dalam Laporan Background Study RPJPN
2025-2045 Bidang Pemuda, fungsi koordinasi ini belum berjalan optimal karena faktor
struktur organisasi Kemenpora, belum berjalannya kegiatan advokasioleh Kemenpora kepada
berbagai K/L dan pemangku kepentingan, pelaksanaan sinergi perencanaan pembangunan
pemuda yang kurang optimal, serta ketiadaan acuan penyelenggaraan pembangunan
pemuda untuk berbagai pemangku kepentingan.

Mengingatbahwa UUKepemudaan adalahlandasanhukum penyelenggaraan pembangunan
pemuda, langkah untuk membenahi kerangka kelembagaan pembangunan pemuda
ke depan dapat difasilitasi oleh revisi UU Kepemudaan. Pembenahan UU Kepemudaan
seyogianya:

(1) mendefinisikan ruang lingkup/bidang pembangunan pemuda yang, sesuai temuan
dalam background study RPJPN dan RPJMN Bidang Pemuda ini, melingkupi peningkatan
penguasaan kapasitas individu (kapasitas psikologis dan kognitif), kesehatan fisik dan
mental (serta pencegahan perilaku berisiko), dan kemandirian ekonomi dan kontribusi
nyata pemuda dalam pembangunan-kami mengajukan pembagian ruang lingkup
pembangunan pemuda berdasarkan sektor, yang kemudian diterjemahkan ke dalam
struktur organisasi Kemenpora;

(2) mendefinisikan fungsi Kemenprora dan Dispora sesuai arahan Perpres No. 68 Tahun
2019 atau pembaruan dari peraturan ini (jika ada); dan
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(3) mencantumkan pengemban tugas beserta perannya untuk membangun pemuda dan
mewujudkan kemandirian ekonomi dan kontribusi nyata pemuda dalam berbagai bidang
pembangunan.

Pemerintah juga dapat mempertimbangkan susunan K/L yang efisien dalam mendorong
pembangunan pemuda yang lebih baik. Dalam dokumen SDGs, pemuda merupakan
salah satu dari tujuh kelompok yang berpotensi paling tertinggal dalam pembangunan
(enam kelompok lainnya adalah perempuan, anak, penyandang disabilitas, orang dengan
HIV/AIDS, lansia, masyarakat adat, dan pengungsi) (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2017).
Advokasi pembangunan lintas sektor agar responsif terhadap setidaknya ketujuh kelompok
masyarakat ini perlu dilakukan untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal
dalam pembangunan yang dilaksanakan Indonesia pada RPIMN 2025-2029. Pemerintah
dapat mempertimbangkan pembentukan satu K/L khusus untuk menempatkan upaya
advokasike berbagai kelompok tersebut dalam rangka mengefisienkan jumlah K/Lyang adadi
dalam pemerintahan, serta meningkatkan wewenang kementerian yang menaungi berbagai
kelompok marginal ini dalam melakukan koordinasi/sinkronisasi kebijakan lintas sektor. Upaya
seperti ini dapat dilihat pada struktur pemerintahan di negara lain, seperti Irlandia yang
memilikiKementerian (dilrlandia disebut Departemen) Anak, Kesetaraan, Disabilitas, Integrasi
dan Pemuda; Kepulauan Solomon yang memiliki Kementerian Perempuan, Pemuda, Anak
dan Keluarga; dan Republik Afrika Selatan yang memiliki Kementerian Perempuan, Pemuda,
dan Penyandang Disabilitas. Serupa dengan negara-negara tersebut, Indonesia juga dapat
membentuk Kementerian Perempuan, Anak, Pemuda, Penyandang Disabilitas, dan Lansia.

Kerangka Koordinasi

Pembangunan pemuda merupakan ranah intervensi lintas sektor yang melibatkan 32 K/L
dengan bidang kerja yang berkaitan dengan pembangunan kepemudaan. Untuk mendorong
terwujudnya sinergi kebijakan lintas pemangku kepentingan dalam membangun pemuda,
koordinasi kebijakan perlu dilakukan dalam semua proses, yang meliputi perencanaan
kebijakan (penetapan agenda, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan),
implementasi kebijakan, dan pemantauan dan evaluasi seperti pada gambar di bawah ini.
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Gambar 1.
Kerangka Koordinasi Kebijakan Pembangunan Pemuda dalam Siklus Kebijakan

Penetapan Perumusan Pengambilan Implementasi Pemantauan
agenda kebijakan keputusan kebijakan dan evaluasi

~

Y : \ 4

Pemangku kepentingan
utama: Kemenpora, 4
Kemenko, K/L lintas
sektor

Pemangku kepentingan
utama: Kemenpora,
Bappenas

Pemangku kepentingan utama: Bappenas, Kemenkeu,
Kemenpora, 4 Kemenko, dan Kemendagri
Pemangku kepentingan lainnya: K/L sektoral

Berikut adalah beberapa aspek strategis yang perlu mendapat perhatian untuk mendorong
sinergi lintas sektor di bidang pembangunan pemuda, baik di tingkat pusat maupun daerah.

(1

Sinkronisasi  kebijakan pada tahap perencanaan (sejak penetapan agenda
pembangunan). Saat ini, K/L dan dinas belum melakukan perencanaan pembangunan
secara bersama-sama. Kerangka “money follow program” (anggaran dialokasikan untuk
program prioritas yang ditentukan bersama) memang sudah dilakukan dengan baik.
Hanya saja, tanpa didukung penguatan proses perencanaan lintas sektor, komunikasi
dan konsensus terkait target bersama yang ingin dicapai tidak akan terbangun sehingga
bermuara pada kegiatan/intervensi dari K/L dan dinas yang cenderung berjalan sendiri-
sendiri dan bertumpang-tindih dari sisi kegiatan dan target sasaran. Pemanfaatan
anggaran pembangunan pun akhirnya tidak efisien untuk mendorong perbaikan kondisi
pemuda ke depan.

Keterlibatan pihak nonpemerintah dan pemuda juga perlu didorong secara terencana
dan terukur sejak tahap perencanaan untuk memperluas cakupan intervensi
pembangunan pemuda di berbagai bidang, mewujudkan potensi pemuda sebagai
subjek pembangunan, dan memastikan bahwa strategi yang dilakukan responsif
terhadap kebutuhan pemuda.

Peningkatan sinkronisasi kebijakan pada tahap perencanaan ini memerlukan peran
Bappenas dan Kemenkeu untuk memfasilitasi prosesnya, didukung oleh Kemenpora,
Kemenko, serta Kemendagri seperti diuraikan berikut ini.

a) Peran utama Bappenas dan Kemenkeu adalah menyelenggarakan sinkronisasi
perencanaan kebijakan pembangunan pemuda lintas K/L dan bertanggung jawab
atas pemantauan dan evaluasi atas kebijakan (mengawal capaian output dan
outcome kebijakan).

b) Peran Kemenpora diarahkan untuk memastikan bahwa intervensi K/L
mengikutsertakan pemuda sebagai target intervensi dan bentuk intervensi
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memenuhi prinsip pembangunan pemuda, terutama ramah pemuda, inklusif
dan setara, adaptif, dan menjadikan pemuda sebagai subjek pembangunan.
Selain itu, Kemenpora juga perlu merancang keterlibatan pihak nonpemerintah
dan pemuda dalam pembangunan pemuda di berbagai bidang, serta bekerja
sama dengan Kemendagri untuk melakukan sosialisasi dan/atau advokasi dalam
rangka meningkatkan pemahaman pemerintah daerah tentang permasalahan
pembangunan pemuda.

c) Peran Kemendagri diarahkan untuk memastikan bahwa sinergi kebijakan dapat
terwujud hingga ke tingkat daerah. Seperti yang diuraikan dalam Subbab 4.5
Laporan Background Study RPIPN 2025-2045 Bidang Pemuda, Kemendagri
merupakan koordinator pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, mulai dari
perencanaan hingga pelaksanaan, sehingga berbagai kebijakan dan intervensi
di daerah akan merujuk pada arahan Kemendagri melalui peraturan-peraturan
yang berlaku. Salah satu elemen kunci dalam hal ini adalah memastikan adanya
sinkronisasi antara peraturan/keputusan yang diterbitkan Kemendagri dengan
agenda pemerintah pusat (kementerian sektoral) dalamn membangun pemuda.

Dalam proses perencanaan ini, perlu dilakukan penetapan indikator capaian sinergilintas
K/L yang substantif-yakni tidak sekadar berbasis kegiatan, tetapi juga berbasis proses/
outcome-dan tersinkronisasi. Hal ini dapat menjadi pintu masuk bagi koordinasi lintas
sektor yang lebih baik.

Koordinasi kegiatan pembangunan pemuda dan advokasi penerapan prinsip
pembangunan pemuda dalam penyelenggaraan layanan kepemudaan lintas sektor
dan lintas pemangku kepentingan. Kementerian yang menangani urusan pemuda dan
dinasnya di daerah merupakan pelaksana utama dari aktivitas ini.

Untuk mendorong berjalannya koordinasi kebijakan lintas sektor bidang pemuda,
diperlukan dukungan Bappenas, KemenPAN-RB, dan Kemenko dalam menata
kelembagaan kementerian penanggung jawab pembangunan pemuda (termasuk
membangun struktur organisasi yang tepat dan merancang instrumen koordinasi), serta
mengembangkan sistem perumusan dan penyelenggaraan kebijakan yang terintegrasi
dan terkoordinasi lintas pemangku kepentingan.

Membenahi Kelembagaan dan Mendorong Keterlibatan Pemuda

Mekanisme yang berlangsung saat ini menunjukkan peran Kemenpora yang belum optimal
dalam memimpin koordinasi strategis penyelenggaraan pelayanan kepemudaan lintas
sektor. Alhasil, kegiatan pemantauan dan evaluasi, termasuk masalah pendataan yang telah
dijelaskan pada bagian sebelumnya, belum dapat dilakukan secara maksimal. Selain itu, isu
minimnyaketerlibatan pemuda didalam proses pembangunan mengindikasikan perlu adanya
kerangka kelembagaan yang mampu merangkul mereka di dalam proses pemantauan dan
evaluasi bidang pemuda.
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Secara umum, landasan hukum untuk kelembagaan koordinasi dalam rangka pemantauan
dan evaluasi kegiatan pembangunan pemuda telah dijabarkan di dalam Perpres No. 43
Tahun 2022. Dalam peraturan ini, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus
membentuk tim koordinasi yang akan melaporkan progres pembangunan kepemudaan
secara berkala. Secara strategis, peraturan ini telah memberikan landasan hukum yang
kuat dalam mendukung pembangunan kepemudaan yang lebih beraturan. Akan tetapi,
Kemenpora perlu mendukung proses pembangunan kepemudaan dengan lebih aktif,
khususnya dalam menyediakan grand design pembangunan lintas sektor dan mengawasi
progres secara lebih ketat, dimulai dari proses perencanaan hingga evaluasi.

Di sisi lain, keterlibatan pemuda di dalam proses pembangunan dirinya sendiri juga perlu
diperhatikan. Selain berperan sebagai objek pembangunan, pemuda juga merupakan
subjek pembangunan. Artinya, mereka juga perlu dilibatkan dalam seluruh rangkaian proses
pembangunan kepemudaan, termasuk kegiatan pemantauan dan evaluasi. Akan tetapi,
kerangka koordinasi lintas sektor belum menyebutkan pentingnya keterlibatan pemuda. Oleh
karena itu, landasan peraturan yang dapat menjamin keterlibatan dan peran pemuda dalam
proses pemantauan dan evaluasi perlu segera disediakan.

IV.4 Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi merupakan salah satu komponen utama dalam siklus pelaksanaan
kebijakan pembangunan. Pemantauan dan evaluasi berperan untuk mengukur hasil dari
intervensi pembangunan yang dilaksanakan. Secara spesifik, kegiatan pemantauan dilakukan
untuk mengetahui seberapa baik pelaksanaan dari implementasi intervensi, sementara
kegiatan evaluasi ditujuan untuk menilai relevansi, efektivitas, efisiensi, keberlanjutan, serta
dampak dari intervensi.

Di samping itu, kegiatan pemantauan dan evaluasi juga berperan sebagai sarana koordinasi
kelembagaan lintas sektor, termasuk kelompok pemuda, agar pembangunan pemuda tetap
bergerak di koridor yang telah ditentukan. Hasil pemantauan dan evalusi dapat digunakan
oleh Kemenpora/Dispora untuk mengadvokasi kebijakan sektoral agar dapat memenuhi
hak pemuda, menyediakan layanan yang inklusif, setara, dan ramah pemuda, serta
mengoptimalkan pelibatan pemuda sebagai subjek pembangunan.

Ke depannya, pemantauan dan evaluasi pembangunan pemuda perlu meningkatkan aspek-
aspek berikut.

1. Data

IPP merupakan indeks yang mampu menjembatani semua kegiatan pembangunan di
sektor kepemudaan, dimulai dari perencanaan hingga evaluasi. IPP mencerminkan hasil
yang diharapkan dari berbagai intervensi yang dimaksudkan untuk membangun sektor
kepemudaan.
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Akan tetapi, pemanfaatan IPP sebagai tolok ukur pembangunan pemuda masih sangat
terbatas. IPP belum dapat terinternalisasi dengan baik dalam pemerintah daerah, khususnya
pemerintah tingkat kabupaten/kota, karena IPP tidak mampu memberikan informasi capaian
pembangunan pemudadimasing-masingkabupaten/kota. Padahal, pemerintah kabupaten/
kota-lah yang dapat terjun secara langsung untuk membangun pemuda di masing-masing
daerah kerjanya. Sementara itu, IPP yang digunakan saat ini belum dapat sepenuhnya
menggambarkan kondisi yang ada, baik karena masalah metodologi perhitungan maupun
indikator yang digunakan (Bappenas, 2021) (untuk evaluasi IPP lebih lanjut, lihat Lampiran 1).
Alhasil, perencanaan pembangunan pemuda tidak dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
Intervensi yang dilakukan oleh masing-masing daerah pun kerap kali tidak berbasis bukti.
Oleh karena itu, pembangunan pemuda cenderung mengalami kemandekan dan tidak
diprioritaskan di berbagai tingkat pemerintahan.

Didukung oleh rancangan arah kebijakan pembangunan pemuda pada periode RPJMN
2025-2029 yang berbeda dari arah kebijakan RPIMN periode sebelumnya, peninjauan dan
perbaikan terhadap IPP dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan yang tersebut. Usulan
penyempurnaan IPP dapat dilihat pada Lampiran 1.

Selain IPP sebagai data yang mencerminkan outcome pembangunan sektor kepemudaan,
sisteminformasidandataterpaduberbasisindividupemuda yangterintegrasiantarpemangku
kepentingan juga diperlukan. Sayangnya, belum ada pemangku kepentingan di sektor
kepemudaan yang memiliki sistem informasi dan data terpadu tersebut. Pada dasarnya,
ketersediaan sistem informasi dan data terpadu ini diharapkan menjadi media pengumpulan
informasi terkait berbagai intervensi yang dilakukan oleh masing-masing K/L dan pemerintah
daerah. Dengan demikian, apabila terdapat intervensi kepemudaan yang baru dilakukan
oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, instansi terkait dapat menentukan prioritas
pemuda yang perlu diberikan intervensi program.

Maka dari itu, diperlukan investasi dan inovasi di tingkat pusat maupun daerah untuk
meningkatkan kapasitas pendataan yang lebih baik sebagai instrumen pemantauan dan
evaluasi guna merancang/menyempurnakan intervensi bagi pemuda. Investasi dapat
dilakukan dengan (i) menyempurnakan IPP, khususnya dalam menyediakan potensi untuk
memiliki data yang representatif di tingkat kabupaten/kota; (i) membangun sistem informasi
dan data terpadu, layaknya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang memuat
berbagai karakteristik pemuda dan potensinya untuk menjadi penerima program; dan (iii)
mengumpulkan/memperbarui data-data relevan terkait pemuda di masing-masing daerah,
seperti organisasi pemuda dan layanan kepemudaan.

2. Pemantauan Berbasis Kinerja dan Pembelajaran

|dealnya, pemantauan dan evaluasi pembangunan pemuda tidak hanya bermanfaat sebagai
alat untuk menilai kinerja (proving), tetapi juga untuk memberikan indikasi awal progres
pencapaian tujuan dari kegiatan/intervensi dan adanya dampak "ikutan”® dari pelaksanaan

5 Yang dimaksud dengan dampak “ikutan” adalah dampak yang terjadi dan dirasakan oleh
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intervensi, serta memperoleh pembelajaran (umpan balik atas kinerja) dari implementasi
kebijakan sehingga terjadiinovasidan perbaikan dalamrancangan dan pelaksanaanintervensi
ke depannya (improving) (Hoang 2014).

Ke depan, di samping sebagai alat untuk menilai kinerja, pemantauan dan evaluasi
pembangunan pemuda perlu dilakukan dengan memberikan penekanan pada aspek
improving—menelusuri relevansi, efektivitas, dan efisiensi dari intervensi lintas sektor yang
dilaksanakan. Hal ini diharapkan dapat berlaku untuk semua kegiatan/intervensi yang
dijalankan oleh K/L dan dinas sektoral terkait pembangunan pemuda.

Untuk itu, dalam periode pembangunan RPIMN 2025-2029, pemantauan tidak hanya perlu
dilakukan dengan menggunakan angka IPP, tetapi juga dengan memantau capaian output
dan outcome dari setiap intervensi/kegiatan yang dilaksanakan dengan menilai efektivitas
intervensi (baik dari segi kualitas, kuantitas, dan biaya yang diperlukan). Dengan strategi
ini, hasil pemantauan dan evaluasi diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi perbaikan
intervensi dan kebijakan kepemudaan dari tahun ke tahun demi mewujudkan target kualitas
pemuda yang diharapkan.

masyarakat, tetapi tidak direncanakan dalam perencanaan intervensi.
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BAB V

PENUTUP

Pemuda Indonesia harus terlibat dan melibatkan diri dalam pembangunan. Sejarah telah
membuktikan bahwa pemuda memiliki tekad yang besar dan mampu berperan nyata dalam
perjuangan bangsa. Oleh karena itu, potensi besar yang dimiliki pemuda saat ini, baik dari
segi populasi maupun kapasitas, harus dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mengatasi
permasalahan yang ada, mengisi peluang yang tersedia, dan menjawab tantangan masa
depan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur.

Pada periode RPIMN 2024-2029, sebagian besar pemuda harus dipastikan dapat
mengakses layanan kepemudaan yang lebih berkualitas untuk meningkatkan kapasitas
individu mereka. Sasaran pembangunan pemuda tersebut akan ditempuh melalui empat
arah kebijakan yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, fasilitasi partisipasi pemuda
dalam ketenagakerjaan dan berbagai bidang pembangunan, serta tata kelola pembangunan
kepemudaan yang lebih tepat. Keempat aspek tersebut merupakan akar persoalan utama
yang dihadapi pemuda yang belum terselesaikan secara tuntas. Oleh karenaitu, ke depannya
pemuda harus menjadi subjek pembangunan yang berperan sebagai agen pembangunan,
perubahan, dan pembaruan. Rangkaian strategi dan intervensi prioritas yang dirumuskan
untuk keempat arah kebijakan pada RPIMN 2024-2029 ditujukan setidaknya untuk
meningkatkan kapasitas dan daya saing pemuda supaya menjadi mandiri secara ekonomi
dan dapat berkontribusi nyata dalam berbagai bidang pembangunan, dengan perilaku
berisiko di kalangan pemuda yang terkendali dan didukung oleh koordinasi lintas sektor dan
kapasitas kelembagaan pemuda yang kuat.

Analisis dalam laporan ini disajikan secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan
yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, analisis situasi pemuda serta rumusan
arah kebijakan dan strategi intervensi prioritas yang ditawarkan diharapkan dapat menjadi
pedoman dalam menyusun rancangan teknokratik RPIMN 2025-2029 Bidang Pemuda.
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LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
PENGEMBANGAN IPP
UNTUK MENGUKUR KINERJA
PEMBANGUNAN PEMUDA PADA
RPJMN 2025-2029

1. Tentang Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan angka indeks yang dibangun untuk
merangkum perkembangan beragam aspek kehidupan pemuda dalam satu angka.
Keberadaan IPP memudahkan penilaian atas keberhasilan pembangunan pemuda yang
dapat dimanfaatkan untuk tujuan perencanaan dan pemantauan/evaluasi pembangunan
pemuda berbasis bukti. Adanya IPP diharapkan dapat mendukung penyusunan kebijakan
yang sesuai dengan arah kebijakan dan strategi prioritas pembangunan pemuda dalam
RPIMN 2025-2029.

Pada 2015, pemerintah memulai proses pengembangan IPP yang digunakan untuk
memantau capaian pembangunan pemuda pada periode RPIMN 2020-2024. IPP terdiriatas
15 indikator yang menangkap capaian pembangunan dalam 5 domain kehidupan pemuda,
yaitu (i) pendidikan; (i) kesehatan dan kesejahteraan; (iii) lapangan dan kesempatan kerja;
(iv) partisipasi dan kepemimpinan; dan (v) gender dan diskriminasi.

IPP- memberikan gambaran kondisi pembangunan pemuda berdasarkan tiga lapisan
pembangunan pemuda, yaitu (i) pembangunan individu; (i) pembangunan penghidupan
dan kesejahteraan; dan (iii) partisipasi dan diskriminasi, yang dapat dilihat pada Gambar Al.
Ketiga lapisan ini mencerminkan komponen yang diperlukan dalam konsep pembangunan
manusia yang seutuhnya, yaitu kebebasan untuk memilih, kemmampuan untuk memperluas
pilihan, serta keleluasaan untuk meningkatkan kemampuan.
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Gambar 1. Kerangka kerja IPP Indonesia

Sumber: Bappenas, 2018

Pada masing-masing lapisan, terdapat domain pembangunan pemuda dan indikator
penyusunnya. Secara keseluruhan, terdapat 15 indikator yang mencerminkan capaian
pembangunan pemuda pada 5 domain kehidupan pemuda.

Nilai batas minimum dan maksimum dari masing-masing indikator penyusun IPP perlu
ditetapkan untuk dapat menghitung nilai IPP-nilai-nilai batas tersebut dapat dikatakan
sebagai nilai indikator yang perlu dicapai untuk menghasilkan angka indeks 100 dari IPP.
Berdasarkan angka minimum dan maksimum ini, nilai indikator penyusun IPP diubah menjadi
nilai yang dapat dibandingkan antarindikator. IPP menggunakan angka berskala desil untuk
mengubah nilai indikator penyusun IPP. Nilai transformasi ini selanjutnya digunakan untuk
menghitung angka indeks domain dan angka indeks total (angka IPP). Untuk menghitung
angka indeks domain, perlu ditetapkan nilai bobot dari masing-masing indikator. Sementara
itu, untuk menghitung angka IPP, diperlukan nilai bobot dari masing-masing angka indeks
domain. IPP menggunakan bobot yang sama untuk masing-masing indikator dan domain.

Angka IPP menunjukkan tren yang positif sejak 2015, yaitu meningkat dari 48,67 pada 2015
menjadi 51,00 pada 2020 (Bappenas 2021), meski sempat mengalami fluktuasi pada 2017
dan 2020. Domain lapangan dan kesempatan kerja merupakan domain dengan capaian
terendah sejak 2015, yaitu 40,00.
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2. Evaluasi atas Metodologi Penyusunan IPP yang Digunakan
Saat ini

IPP telah melewati proses panjang sehingga akhirnya disepakati sebagai instrumen untuk
mengukur capaian pembangunan pemuda pada periode pembangunan RPIMN 2020-
2024. Namun, terdapat sejumlah catatan terkait perbaikan penghitungan IPP yang saat ini
digunakan agar menangkap kualitas pembangunan pemuda dengan lebih baik pada periode
pembangunan RPIMN 2025-2029.

A.

No.

Terkait Metode Penghitungan IPP

Berikut adalah aspek-aspek yang perlu diperhatikan lebih lanjut.
(1) Nilai Minimum dan Maksimum Indikator

Penetapan nilai minimum dan maksimum untuk beberapa indikator penyusun IPP perlu
ditinjau ulang. Tabel berikut menyajikan nilai minimum dan maksimum dari masing-

masing indikator IPP.

Indikator

Domain Pendidikan

Batas

Batas

Dasar Penentuan

Minimum Maksimum Batas

Rata-rata lama sekolah

15 (target)

Standar Perserikatan
Bangsa-Bangsa
(PBB), digunakan

pada Indeks
Pembangunan
Manusia (IPM)
2. APK sekolah menengah 0 100 (target) | Standar
3. APK perguruan tinggi 0 100 (target) | Standar
Domain Kesehatan dan Kesejahteraan
4. ) Nilai maksimum + 2
Angka kesakitan pemuda O (target) 20 standar deviasi
5. Persentase pemuda korban Nilai maksimum + 2
‘ O (target) 3 .
kejahatan standar deviasi
6. Persentase pemuda yang 0 (target) 36 Nilai maksmum +2
merokok standar deviasi
7. Persentase remajg perempuan 0 (target) 45 Nilai maksmum +2
yang sedang hamil standar deviasi
Domain Ketenagakerjaan dan Kesempatan kerja
8. Persentase pemuda wirausaha Nilai naksimum + 2
0 2 (target)

kerah putih

standar deviasi
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No. Indikator

Batas

Batas

Dasar Penentuan

Minimum Maksimum Batas

9. TPT pemuda Arab
TPT pemuda O (target) 28 SauZi
Domain Partisipasi dan Kepemimpinan
10. | Persentase pemuda yang Standar
mengikuti kegiatan sosial 0 100 (target)
kemasyarakatan
R I L e
12. | Persentase pemuda yang Nilai maksimum + 2
memberikan saran/pendapat 0 25 (target) | standar deviasi
dalam rapat
Domain Gender dan Diskriminasi
18. Angka perkawinan usia anak O (target) 45 ,S\Itlfr:(;gfzselr\;:g 2
14. | Persentase pemuda Standar
erempuan yang sedan
ﬁwenerspuh éen%idikan ’ 25 100 (target)
menengah dan tinggi
15. | Persentase pemuda Nilai maksimum + 2
perempuan yang bekerja di 0 60 (target) | standar deviasi
sektor formal

Rasionalisasi angka batas minimum dan maksimum yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut.

o4

a)

(2)

APK perguruan tinggi: nilai maksimum 100 akan makin sulit untuk dicapai di masa
mendatang. Pendidikan memang merupakan investasi yang signifikan untuk
menentukan kualitas masa depan pemuda. Namun, di era kemajuan teknologi
dan digital, terdapat pilihan pekerjaan baru dan pengembangan keterampilan
tenaga kerja yang tidak harus dilakukan dengan mengenyam pendidikan hingga
perguruan tinggi (dapat dilakukan melalui pendidikan nonformal).

TPT pemuda: nilai minimum yang ditetapkan adalah 0%. Angka pengangguran 0%
merupakan angka yang sulit untuk diwujudkan.

Nilai Transformasi

Penetapan nilai transformasi pada IPP yang saat ini menggunakan pendekatan
desil. Salah satu kelemahan pendekatan desil adalah kurang sensitifnya angka
transformasi terhadap perubahan nilai indikator. Angka perkawinan anak, misalnya,
secara konsisten mengalami penurunan dari 12,14% pada 2015 menjadi 10,35%
pada 2020. Kendati demikian, nilai transformasi angka perkawinan anak tetap
berada pada angka 7 sejak 2015 hingga 2020.
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3)

Pembobotan pada Indikator atau Domain

IPP  menggunakan nilai bobot yang sama untuk setiap indikator penyusun IPP.
Adanya perbedaan jumlah indikator pada domain-domain penyusun IPP secara
tidak langsung menyebabkan perbedaan pembobotan domain penyusun IPP.
Domain dengan jumlah indikator penyusun yang lebih banyak akan memiliki bobot
lebih besar dalam membentuk IPP. Perlu ditelusuri lebih jauh apakah penggunaan
pembobotan seperti ini sudah tepat dalam konteks pengukuran capaian
pembangunan pemuda. Selain itu, perlu dikaji juga apakah indikator/domain
tertentu memiliki peranan yang lebih strategis dalam mewujudkan pemuda yang
berkualitas dibandingkan indikator/domain lain.

B. Terkait Indikator dan Domain IPP
Berikut adalah aspek-aspek yang perlu diperhatikan lebih lanjut.

(1)

()

3)

Domain Kesetaraan dan Inklusivitas Pembangunan Pemuda

IPP sudah memiliki domain untuk menilai kesetaraan dan diskriminasi. Namun,
domain ini hanya berfokus pada kesetaraan gender dan belum memasukkan
inklusivitas pembangunan pemuda terhadap kelompok marginal lain, seperti
pemuda penyandang disabilitas dan kelompok miskin.

Untuk memastikan kesetaraan capaian pembangunan perempuan dan laki-
laki, aspek kesetaraan gender idealnya dinilai dengan membandingkan capaian
perempuan dan laki-laki (capaian relatif perempuan terhadap laki-laki). Namun,
dalam IPP yang saat ini digunakan, indikator kesetaraan gender yang dirumuskan
untuk mengukur domain kesetaraan dan diskriminasi hanya berfokus pada capaian
perempuan melalui persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh
pendidikan menengah dan tinggi dan persentase pemuda perempuan yang
bekerja di sektor formal.

Domain Kesehatan dan Kesejahteraan

Indikator pada domain kesehatan dan kesejahteraan yang merepresentasikan
kondisi kesehatan dan akses terhadap layanan kesehatan masih sangat terbatas.
Sementara itu, penggunaan kata 'kesejahteraan’ dirasa kurang tepat karena ranah
kesejahteraan lebih luas dari indikator-indikator di dalam domain ini yang hanya
merepresentasikan kesehatan dan perilaku berisiko.

Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja

Pemilihan indikator IPP idealnya diarahkan untuk menggambarkan program/
rencana kerja dari K/L dan pemerintah daerah. Dengan kata lain, indikator yang
dipilih hendaknya tertuang dalam rencana kerja K/L dan pemerintah daerah.
Namun, kebijakan untuk mendorong peningkatan wirausaha kerah putih dikalangan
pemuda masih belum menjadi prioritas pemerintah.
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(4)

(5)

Domain Pendidikan

Terdapat sejumlah catatan terkait domain pendidikan. Pertama, APK sekolah
menengah mencakup APK sekolah menengah pertama (SMP) dan SMA/
sederajat. Mengingat APK SMP sudah cukup tinggi, pemerintah sudah tidak perlu
menjadikan angka ini sebagai target. Pemerintah dapat berfokus pada APK SMA
dan APK perguruan tinggi. Kedua, masih belum ada indikator yang menggambarkan
kapasitas psikologis pemuda dalam menjalani kehidupan. Ketiga, indikator rata-
rata lama sekolah sebenarnya dapat digunakan dalam penghitungan IPP. Namun,
terdapat usul didalam FGD IPP untuk tidak menggunakan indikator ini karena angka
rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang sulit dipahami masyarakat.

Domain Partisipasi dan Kepemimpinan

Tantangan dalam domain partisipasi dan kepemimpinan terletak pada aspek
ketersediaan data tahunan dan daya representasi data. Susenas MSBP yang
menjadi sumber data dari indikator untuk menilai capaian domain partisipasi
dan kepemimpinan pemuda hanya dilakukan tiga tahun sekali, dengan daya
representasi yang hanya mencapai tingkat provinsi sehingga data tidak dapat
merepresentasikan situasi di tingkat kabupaten/kota. Di samping itu, indikator-
indikator partisipasi pembangunan pemuda yang digunakan dalam IPP masih belum
secara utuh menggambarkan kontribusi nyata pemuda dalam pembangunan.
Indikator persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat
hanya mengukur partisipasi pemuda dalam rapat di lingkungan rukun tetangga
(RT)/rukun warga (RW)/dusun/desa tanpa mempertimbangkan partisipasi di
tingkat nasional/provinsi/kabupaten/kota. Begitu pula halnya dengan indikator
persentase pemuda yang yang aktif dalam organisasi yang hanya mengukur
partisipasi dalam organisasi pemuda di luar sekolah dan tempat kerja. Padahal,
partisipasi organisasi baik di dalam maupun luar sekolah/tempat kerja dibutuhkan
untuk mengembangkan kapasitas pemuda dan memfasilitasi partisipasi
pembangunan pemuda. Sementara itu, terkait indikator partisipasi dalam kegiatan
sosial kemasyarakatan, diperlukan pendefinisian tujuan dari penyertaan indikator
ini. Jika hanya ditujukan untuk menilai keikutsertaan pemuda dalam pembangunan,
indikator ini tidak sepenuhnya tepat karena indikator ini juga memasukkan
keikutsertaan pemuda dalam kegiatan arisan, pengajian, dan penyelenggaraan
kematian. Namun, jika ditujukan juga untuk meningkatkan kapasitas pemuda dalam
bersosialisasi, indikator ini tetap dapat digunakan.

Isu Representasi

Hingga saat ini, IPP belum dapat menyajikan data yang representatif hingga tingkat
kabupaten/kota karena ukuran sampel yang tidak memenuhi persyaratan atau
tidak tersedianya data hingga tingkat pemerintahan tersebut. Alhasil, IPP belum
terinternalisasi secara optimal di lingkungan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi
maupun kabupaten/kota.
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Untuk memastikan bahwa IPP dapat menilai capaian pembangunan pemuda yang
dilaksanakan dalam periode pembangunan RPIMN 2025-2029, IPP perlu dirancang
sesuai dengan arah kebijakan pembangunan pemuda untuk periode tersebut.

3. Rancangan Perbaikan IPP sebagai Alat Ukur Pembangunan
Pemuda ke Depan

Berdasarkan evaluasi yang kami sampaikan, IPP yang saat ini digunakan perlu ditinjau ulang
dan diperbaiki untuk memastikan bahwa IPP yang digunakan dalam RPIMN 2025-2029
dapat mencerminkan capaian dari arah kebijakan pembangunan pemuda pada periode
tersebut.

Bagian ini akan memaparkan usul penyempurnaan IPP sebagai alat ukur pembangunan
pemuda pada periode RPIMN 2025-2029. Usul penyempurnaan IPP ini dirumuskan
berdasarkankajianliteratur dan FGD yang dilakukan dengan berbagaipemangkukepentingan,
termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra pembangunan, lembaga penelitian,
dan organisasi kepemudaan. Rumusan awal penyempurnaan IPP ini diharapkan dapat
menjadi titik awal bagi pemerintah untuk membangun IPP yang lebih baik untuk mengukur

pembangunan pemuda dalam konteks RPIMN 2025-2029.

Rekomendasi penyempurnaan IPP yang dibahas dalam dokumen ini akan diawali dengan
perumusan kembali lapisan dan domain pembangunan pemuda (beserta penempatan
aspek inklusivitas dan kesetaraan dalam IPP) yang disesuaikan dengan arah kebijakan
pembangunan pemuda sebagaimana disusun dalam Laporan Background Study RPJMN
2025-2029 Bidang Pemuda. Pembahasan dilanjutkan dengan usul indikator pembentuk
beserta teknik penghitungannya. Mengingat lampiran ini masih berupa rekomendasi umum
perbaikan IPP, pemerintah (melalui Bappenas) masih perlu melakukan sejumlah langkah
teknis untuk memformulasikan lebih jauh IPP yang akan digunakan untuk menilai capaian
pembangunan pemuda pada periode RPIMN 2025-2029.

A. Rumusan Lapisan dan Domain Pembangunan Pemuda

Rumusan arah kebijakan, strategi, dan intervensi pembangunan pemuda pada RPJMN
2025-2029 berangkat dari lima persoalan pembangunan (isu strategis) yang dihadapi
pemuda saat ini dan di masa mendatang, yaitu (i) masih rendahnya capaian pendidikan
dan penguasaan kapasitas psikologis pemuda; (i) rentannya pemuda terhadap perilaku
berisiko; (iii) persoalan kesehatan fisik dan mental pemuda yang cenderung meningkat; (iv)
belum optimalnya partisipasi ketenagakerjaan pemuda; dan (v) belum optimalnya partisipasi
aktif pemuda untuk berkontribusi nyata dalam pembangunan. Arah kebijakan, strategi, dan
intervensi pembangunan pemuda ke depan perlu diarahkan untuk membenahi kelima isu
strategis tersebut.

Kelima isu strategis pembangunan pemuda di atas memiliki keterkaitan antara satu dengan
yang lainnya, seperti ditunjukkan dalam Gambar A2.
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Gambar A2.
Kerangka Analisis RPJIMN 2025-2029

KEBIJAKAN & LINGKUNGAN PENDUKUNG
Agenda kebijakan dalam bentuk peraturan dan program/kegiatan

P 1 1 mL | (ekonomi, politik, lingkungan, sosial, dan pertahanan dan keamanan)

PARTISIPASI PEMUDA

Partisipasi ketenagakerjaan dan

kontribusi nyata dalam berbagai

bidang pembangunan (politik, Kapasitas individu
ekonomi, sosial D
kemasyarakatan, lingkungan,

keamanan, dan budaya)

...

KELUARGA

Lingkungan pendukung pembangunan
pemuda

Peluang dan tantangan global dan nasional

Kapasitas individu pemuda (yang meliputi kapasitas psikologis dan kognitif®) serta kesehatan
fisk dan mental pemuda (termasuk tidak melakukan perilaku berisiko) merupakan aspek
mendasar yang dimiliki setiap individu dan saling berkaitan antara satu sama lain dalam
membentuk individu pemuda yang berkualitas, yakni pemuda yang dapat berpartisipasi
optimal di bidang ketenagakerjaan’ serta berkontribusi nyata dalam berbagai bidang
pembangunan®. Partisipasi pembangunan pemuda merupakan proses yang tidak hanya
bermanfaat bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan, tetapi juga berdampak terhadap
peningkatan kapasitas individu serta kesehatan fisik dan mental mereka sendiri (ditunjukkan
oleh kotak partisipasi yang terbentang hingga memengaruhi lingkaran kapasitas individu dan
kesehatan fisik dan mental pemuda).

Dukungan dari berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, institusi, dan kebijakan,
merupakan hal yang diperlukan untuk memfasilitasi agar pemuda Indonesia memiliki
kapasitas, sehat secara fisik dan mental, dan mampu berpartisipasi secara bermakna dalam
pembangunan. Dukungan ini salah satunya dapat tercipta melalui pengejawantahan arah
kebijakan dalam strategi, intervensi, dan kegiatan pembangunan pemuda.

6 Kapasitas psikologis dapat diartikan sebagai aspek perkembangan individu dari sisi emosi, bahasa, sosial,
kepribadian, moral, dan kesadaran beragama. Sementara itu, kapasitas kognitif merupakan kompetensi
yang termasuk dalam ranah kerja otak, yang meliputi kompetensi mengingat, memahami, menerapkan,
menganalisis, menilai, dan membuat/menciptakan sesuatu-termasuk logika berpikir, kemampuan literasi
dan numerasi, serta kemampuan berkomunikasi, kreatif, inovatif, dan berpikir kritis.

7 Partisipasi ketenagakerjaan merupakan partisipasi kerja pemuda baik sebagai pekerja maupun wirausaha
yang ditujukan untuk memperoleh penghidupan yang layak.

8 Kontribusi nyata dalam pembangunan ini meliputi kontribusi di bidang ekonomi, politik, sosial
kemasyarakatan, lingkungan, pertahanan dan keamanan, dan budaya. Aktivitas yang dilakukan dapat
berupa keterlibatan bermakna pemuda dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan/evaluasi
atas kebijakan pemerintah, atau inisiatif sendiri/bersama untuk melakukan aktivitas yang berkontribusi
nyata bagi pembangunan di berbagai bidang, seperti pelestarian budaya, gerakan menjaga lingkungan,
menjaga pertahanan keamanan masyarakat, menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang, serta
membangun kesejahteraan dan lingkungan sosial masyarakat.
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Mengingat penguasaan kapasitas individu dan kesehatan fisik dan mental merupakan aspek
sentral dari pembangunan pemuda yang saling berinteraksi antara satu sama lain, kami
menempatkan kedua aspek ini sebagai pusat dari lapisan pembangunan pemuda yang
kami beri nama lapisan penguatan individu pemuda. Lapisan ini menggambarkan kondisi
pembangunan pemuda diranah yang paling fundamental karena berkaitan langsung dengan
upaya membangun kualitas diri pemuda (lihat

GambarA3). Disisiluarnya, terdapat lapisan penghidupan dankesejahteraan yang memberikan
gambaran kesiapan pemuda dalam mengupayakan penghidupan untuk dirinya dan keluarga,
yakni melalui partisipasi ketenagakerjaan (termasuk untuk menciptakan lapangan kerja baru).
Di sisi terluar, terdapat lapisan partisipasi pembangunan di berbagai bidang kehidupan yang
memberikan informasi seberapa jauh pemuda mampu berperan bagi masyarakat atau
lingkungan sekitarnya melalui partisipasinya di berbagai bidang, termasuk di bidang ekonomi,
politik, sosial kemasyarakatan, lingkungan, pertahanan dan keamanan, dan budaya.

Gambar A3.
Usulan Lapisan Kerangka IPP pada RPJMN 2025-2029

Partisipasi pembangunan di
berbagai bidang kehidupan

Penghidupan dan
keseiah

Penguatan individu pemuda

dan pelatihan

Perilaku
berisiko

I Kapasitas I Pendidikan

Di dalam lapisan-lapisan tersebut, terdapat enam domain yang diusulkan untuk mengisi IPP
nantinya, yaitu (i) kapasitas psikologis; (i) pendidikan dan pelatihan; (i) kesehatan fisik dan
mental; (iv) perilaku berisiko; (v) ketenagakerjaan dan akses pekerjaan layak; dan (vi) domain
partisipasi dan kepemimpinan. Empat domain pertama merupakan bagian dari lapisan
penguatan individu pemuda. Domain kelima merupakan bagian dari lapisan penghidupan
dan kesejahteraan, sementara domain terakhir merupakan bagian dari lapisan partisipasi
pembangunan (lihat Gambar A3).

B. Penempatan Aspek Kesetaraan dan Inklusivitas Pembangunan Pemuda di
dalam IPP

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, IPP yang saat ini digunakan hanya memasukkan
aspek kesetaraan gender ke dalam perhitungan IPP. Padahal, kelompok termarginalisasi
lainnya, seperti penyandang disabilitas dan kelompok miskin, juga penting untuk diangkat.
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Untuk memastikan bahwa IPP dapat menggambarkan kesetaraan dan inklusivitas dalam
pembangunan pemuda dengan lebih baik, IPP yang ada saat ini perlu disesuaikan kembali
untuk memasukkan aspek kesetaraan dan inklusivitas pembangunan pemuda yang lebih
beragam. Ada tiga pilihan strategi perhitungan IPP:

(1)

@)

60

Menjadikan aspek inklusivitas dan kesetaraan sebagai fondasi utama dalam mengukur
pembangunan pemuda (lihat Gambar A4)

Ketika inklusivitas dan kesetaraan berperan sebagai fondasi, ia bertugas untuk menjaga
kestabilan dari setiap lapisan pembangunan pemuda. Apabila diimplementasikan ke
dalam bentuk perhitungan, aspek inklusivitas dan kesetaraan berperan untuk mengukur
capaian pembangunan masing-masing kelompok pemuda. Artinya, selain dapat
mengukur IPP pada tingkat nasional, kita juga dapat membandingkan capaian IPP pada
setiap kelompok pemuda, misalnya capaian IPP untuk kelompok pemuda laki-laki dan
capaian IPP untuk kelompok pemuda perempuan. Apabila salah satu kelompok memiliki
capaian yang lebih rendah, kita dapat menelusuri capaian di masing-masing domain
dan memperoleh hasil yang komprehensif sehingga masalah utama yang dihadapi oleh
setiap kelompok dapat diketahui. Alhasil, pemerintah dapat menyusun strategi yang
tepat untuk memajukan capaian pembangunan masing-masing kelompok pemuda.
Akan tetapi, kekurangan yang dimiliki opsiini adalah ketakmampuan untuk memasukkan
indikator-indikator spesifik terkait kesetaraan dan inklusivitas, seperti remaja perempuan
yang hamil dan perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun.

Gambar A4.
Usulan Pertama Kerangka Kerja IPP

Partisipasi pembangunan di
berbagai bidang kehidupan

Inklusivitas dan kesetaraan

Menjadikan aspek inklusivitas dan kesetaraan sebagai salah satu domain di dalam
lapisan partisipasi pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan (lihat Gambar A5)

Pada dasarnya, konsep yang dipakai sama dengan konsep pada IPP sebelumnya.
Akan tetapi, indikator-indikator spesifik terkait perempuan (misalnya, jumlah remaja
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(3)

perempuan yang hamil) perlu dikeluarkan dari domain kesehatan dan kesejahteraan dan
dimasukkan ke domain inklusivitas dan kesetaraan. Hal ini dilakukan agar informasi yang
diberikan oleh masing-masing domain konsisten sesuai tempatnya. Pendekatan lainnya
yang dapat digunakan untuk membentuk indikator di domain inklusivitas dan kesetaraan
adalah membuat indikator berupa kesenjangan (gap) antarkelompok, seperti besar
kesenjangan antara rata-rata lama sekolah pemuda laki-laki dan perempuan. Hal ini
dapat dijadikan sebagai alternatif untuk membentuk indikator pada domain inklusivitas
dan kesetaraan. Akan tetapi, kekurangan dari opsi ini adalah kemungkinan akan ada
banyak indikator yang perlu dimasukkan ke domain inklusivitas dan kesetaraan. Hal ini
disebabkan perlunya penelusuran lebih lanjut terkait kelompok pemuda apa saja yang
perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari inklusivitas dan kesetaraan. Di samping
itu, pendekatan ini juga memerlukan agenda lebih lanjut untuk menentukan isu utama
yang dihadapi oleh kelompok termarginalisasi supaya dapat diperoleh fokus tujuan
pembangunan untuk kelompok-kelompok tersebut.

Gambar A5.
Usulan Kedua Kerangka Kerja IPP Indonesia

Partisipasi pembangunan di
berbagai bidang kehidupan

Inklusivitas

kesetaraan

Penguatan individu pemuda
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Kapasitas
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Memasukkan aspek inklusivitas dan kesetaraan di keenam domain IPP (lihat Gambar A6)

Pada pilihan ketiga ini, kita tidak memiliki domain inklusivitas dan kesetaraan secara
khusus di dalam konstruksi IPP. Artinya, indikator-indikator yang spesifik terkait kelompok
marginal dimasukkan ke dalam domain yang sesuai. Sebagai contoh, indikator
perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah di bawah umur dimasukkan ke dalam
domain perilaku berisiko, sementara indikator perempuan yang bekerja di sektor
formal dapat dikelompokkan ke dalam domain ketenagakerjaan dan akses pekerjaan
layak. Indikator-indikator dalam bentuk kesenjangan capaian antarkelompok seperti
yang dijelaskan pada opsi kedua juga dapat dijadikan sebagai pilihan indikator untuk
menggambarkan aspek inklusivitas dan kesetaraan dalam pendekatan ketiga ini.
Namun, banyaknya jumlah indikator yang perlu dimasukkan ke setiap domain menjadi
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kekurangan dari pendekatan ini-makin banyak jumlah indikator di suatu domain, making
berkurang sensitivitas domain tersebut terhadap perubahan angka. Seperti pendekatan
kedua, pendekatan ini juga memerlukan agenda lebih lanjut untuk menentukan isu
utama yang dihadapi oleh kelompok termarginalisasi supaya dapat diperoleh fokus
tujuan pembangunan untuk kelompok-kelompok tersebut.

Gambar Aé.
Usulan Ketiga Kerangka Kerja IPP Indonesia
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Di antara ketiga pilihan di atas, pendekatan ketiga merupakan pendekatan yang kami
usulkan untuk digunakan. Dengan pendekatan ketiga ini, indikator-indikator spesifik yang
menggambarkan inklusivitas dan kesetaraan dapat dimasukkan ke masing-masing
domain. Di samping itu, pendekatan ini lebih memungkinkan untuk diaplikasikan karena
reliabilitas data disagregasi dariindikator yang dipilih untuk merepresentasikan kelompok
marginal sudah terjamin. Akan tetapi, saran dari kami tidak menutup dua opsi lainnya
untuk dipertimbangkan. Ketiga opsi ini pastinya perlu diuji dengan pendekatan statistik
dan teoretis agar dapat ditentukan teknik mana yang lebih sesuai dalam mengukur
capaian pembangunan pemuda.

Dalam IPP yang digunakan untuk memantau capaian pembangunan pemuda pada
RPIMN 2020-2024, aspek inklusivitas dan kesetaraan berfokus pada kelompok
pemuda perempuan. Berdasarkan hasil FGD, terdapat urgensi untuk memasukkan
kelompok penyandang disabilitas dan kelompok miskin ke dalam aspek inklusivitas
dan kesetaraan IPP. Pengikutsertaan kedua kelompok ini sangat banyak dikemukakan
sepanjang pelaksanaan studi ini. Kedua kelompok tersebut penting untuk dimasukkan
karena adanya disparitas akses yang mereka hadapi sehingga dampak pembangunan
kepemudaan belum sepenuhnya mereka rasakan. Dimasukkannya kedua kelompok
ini ke dalam aspek inklusivitas dan kesetaraan IPP berpeluang membuka lebih banyak
gambaran capaian pembangunan pemuda. Selain kedua kelompok tersebut, kamijuga
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menimbang adanya urgensi untuk memasukkan aspek kewilayahan, yaitu pemuda yang
tinggal di perdesaan atau wilayah timur Indonesia. Akan tetapi, dua aspek ini tidak kami
ikut sertakan karena diskusi yang berkembang menunjukkan bahwa pemuda perdesaan
kerap kali memiliki kebutuhan yang berbeda dari pemuda perkotaan. Hal yang samajuga
terjadi di wilayah timur. Walaupun tidak dijadikan sebagai bagian rekomendasi kami, dua
kelompok ini tetap dapat dipertimbangkan lebih lanjut jika diskusi ke depannya dapat
menemukan aspek urgensinya.

C. Usulan Indikator Pembentuk IPP

FGD yang dilaksanakan juga berhasil memetakan daftar indikator potensial yang dapat
dipertimbangkan untuk IPP ke depannya. Namun, perlu dicatat bahwa usulan indikator
yang kami sampaikan belum diuji secara statistik dan baru disusun berdasarkan urgensi dari
isu strategis yang berkembang dalam Laporan Background Study RPJPN 2025-2045 dan
RPIMN 2025-2029.

Tabel Al menunjukkan rumusan indikator IPP yang meliputi indikator yang telah ada maupun
usulan indikator yang perlu dimasukkan ke dalam perhitungan IPP yang baru. Indikator yang
ditawarkan mayoritas merupakan indikator yang sudah ada datanya melalui survei BPS
serta laporan K/L terkait. Di samping itu, kami juga mengusulkan adanya penyediaan data
yang belum tersedia melalui survei BPS atau sumber lainnya agar dapat merekam capaian
pembangunan pemuda dengan lebih baik.

Penting untuk dicatat juga bahwa supaya dapat menghasilkan indikator yang representatif
hingga tingkat kabupaten/kota, perlu dilakukan perhitungan relative standard error (RSE)
pada setiap indikator yang dikumpulkan melalui survei (baik BPS maupun bukan BPS). Apabila
nilai RSE data yang terdisagregasi pada tingkat kabupaten/kota lebih besar dari ketentuan
BPS (25%), angka tingkat kabupaten/kota dari indikator tersebut tidak dapat dikeluarkan.

Background Study Rencana Pembangunan 63
Jangka Menengah Nasional (RPIMN) 2025-2029 Bidang Pemuda



(unyey
Z-61) emsiseyewl eisn ynpnpuad

yejwnluebusp (1nwin seieq.el 3epn) 1B6un ueynejed
epy ueunye| emsiseyew yejwnf uebuipueglod epy 10y seussng ueninBied Y4y  UEp ueyipipused
ueynsebuad
ueynejed
nnyiBusw BueA
10y seussng eAuule| spojewl undneie unye1 g1-9|
‘e1ep JOquIns NS "leunsoy 'yexiueld ueyipipusd Injejew eisniaq epnuwed
ueunyey:eiep  ieq 'ueynsebuad ueynejed nnyjibusw 1ep eny Buelo
gpewneg  Isusnyal)nsn Buepss/yeused Bued enyBuein  uedBuequaip njiad BueA torexipu) asejussiad
e|exloq eleoss
ueXeIpasip ynun emsIg Jopyeley
yeIs1PNCYIPUBLSY JOISUPNGYIPUBWSY  19AING Ueyieseplaq
ueBunynp nped 'epy ueunye| L SE[X EMSIS JOEIEY JONS BpY  |BUOISEN USWSOSY  EMSIS Jopieley [e[IN
esesnind
uese|e eusaey
ese snind eusley nBBuebusw
InBBueBusuu 3nuN Uesee By epnued siBojoyisd  epnuiad npiaipul
epy ueunye| BueA unyel 0g-9| elsnieg epnuled epy seuleyes asejussiod seysedey uejenBued

ejeq ueelpasialv)

eyeq
uejndwnbBuayd
Isuanya.4

|euoisesadQ I

210
/usredngey
1eBul] efbuly
isefeibesig

e1eJequing

ej0y|
Juarednqe)| 1edj6ul) iIsebasbesiq
uee|pasialey uep ejeq Jaquing

ddl 103e)Ipuj uejnsn
"Ly |aqeL

Jo3ejipu

urewoq

uesideq

64 Background Study Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPIMN) 2025-2029 Bidang Pemuda



ejexieq
eleoss uejelpesip
JNIUN - ojUILLIOYUSLUSY

o'e
seye |p [eubip I1seley| syepul ueiedeo

ojuILLONUBUISY|

166un [eNbIq
ISela)] syepu| Joxs
ueBusp  epnwed

ueBunynp nped ‘epy ueunye| ueBusp unyel 0g-9| eIsnIeqg epnulad epedepl| [eubigIselsl]leAINng eselueslod
Jypelsy RETNEV]]
ueng ebin 1euieiul uexeunbBusw uexeunbBusw
epy ueunye| BueA unyey 0g-9| elsnieq epnuiad epy 10y seussng BueA epnuwisd
(DAty] winuauA
Isusyaduloy
uswisesy)
eyewsiew
e|eylaq eleoss uep eseyeq
ueyelpasip ynun ISeJawINuU uep uexeunbBuswi
SeIsUpNOIpUSLISY 'sinusw 'eoeqUUBLU WE|EP WUNWJIIUIL JersuUpNgyIpUsSY Jejeulaq
uebunynp nued 'epy ueunye| ueliyewsy pijiusw BueA || sejey emsig epy  |euoiseN uswsesy  uendudeuwsy exbuy
|EuJIOjUOU
uespipued
/ueynejed
ueynejed sosyebuswl
nnyibusw Buepss/yeused BueA unyey BueA epnwed
epy ueunye| Z~6| elsniaq epnwad esejusslied epy seuladeg asejuesiad
yejoyes ye|odes smind
yeulad wnjeg/yepn BueA unyey /3epn epnuled
epy ueunye| 0g-9| eisniag epnwead asejussiod epy J0y seussng asejussiad
O3194ed uep ' (vN)
yeAlle yeseipew ' (WAS) ueninfey
yebBususw yejoyes "'yINS 1exbun Ip
ueyipipuad weAusBusuw Buepas BueA 1efelopas
epy ueunye|  unyel gl-9| eisnynpnpuad isedisiied epy 10y seussng /YINS MY

ejeq ueelpasiolv)

eleq
uejndwnbuayg
Isuanyjal4

|euoisesadQ Isiuyaqg

e10)|
/uarednge)] 1e)bul] iIsebasbesiq
uee|pasia)e)] uep ejeq Jaquing

10331pU]

| &5

Background Study Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPIMN) 2025-2029 Bidang Pemuda



ebelye|o
uejelbey welep

isedisiediaq
JIyyessy nBBulues ebelye|olaq BueA epnuied
epy ueunyerebl]  BueA unyel Qg-9| elsnieq epnwied epe 3epl| d9SIN seussng asejussiad
eleyiaq epnuiad enwas
eleoos uexelipesip yejwn( ueBusp Ny emesed [ebeges
3NUN ueeyssesy Srdg Jeyjepiey BueA unyey Qg-9| elsniaq
uebunynp npad 'epy ueunye| epnwad yejwnl eieyue uebuipueqied  INYeIsyip wnjeg ueleyssay Srdg NDIF uesijiuiaday
eleyiaq
e1809s ueye|pasip
Jnjun SSqUBLISH SAIV/AH Is3ejule) BueA Sdiv
uebunynp nued ‘epy ueunye| unyel Qg-9| elsniag epnwiad isiodold  INyelsyip wnjeg sejuaWway  /AH Isyejul exbuy
ueunye) eJeoss
e|pasiey eAujespl eyep
exep ueelpaAuad |nsn
Isaldep Iweebusw
epy  ueunyeiewi] BueA unyey Qg-9l eisnieq epnuied epy sepsayshy 1saudep exybuy
elpaslel BueA 1BBun
yeIsLpNaipUSUISY uenunBied uep yYNS [E301 uebBusp [elueW Uejeyassy
‘eyep  eppaiuad |nsn uexBulpueqip [elusW ueleysssy uep yewe 166un
Buijesuoy ueueAe; yjiuaw BueA 1B66un ueyBuequa)ip uenunBied uep
epe wnjag ueunye| uenunBled uep WAS eselussied nped BueA nieq Jo1ey1pu| VINS esejussiad
eAuueielbey nBBuebBusw
BueA uejeyesey ueyniey wiewl |elusW uep
epy ueunye| BueA unyey Qg-9| eisnieq epnwied epy 10y seussng uepesey exbuy  Nisly  ueleyssey

ele( ueelpasialv)

eleq
uejndwnbuayg

1suanyja.4

|euoisesadQ isiuyaqg

ej0)
Juarednqey| 3e)j6ul) Isebaibesig
uee|pasiale)| uep ejeq Joquing

10331pU]

ujewoq

66 Background Study Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJIMN) 2025-2029 Bidang Pemuda



eliedeq wnjaqg ideiel ueelisyed
ysjoledulsw yepns uep ‘uybunu yepn

eselow eualiey ueelioyod Leousw JeAe|
depn  ‘ueelieyed  ueydeisiedwewl ueelioded sosye
Buepss ‘ueelieded 1eousw e uep ueelioy ueelaiyelosay
epy ueunye| BueA unyey Qg-Q| eisnieq epnuiad epy seulades epnwad || -eBeueiey uep uednpiybuey
eAuwnjages unyel eped ueleyeley
und ede ueleyeley uequoy Ipelusw ueqloy epnuisad
epy ueunye] BueA unyer Qg-9l EIsnleg epnuwied epy 10y seussng asejussiad
unyel g|-G| elsn eped |lwey uendwseled
epy ueunye| |lwey snieisiaq uendwaled efewsy epy Joy seussng  elewal esejuesiod
unyel gL
unyel g elsn winjeges yeyiusw
yemeq Ip yexiuaw yeusad BueA unyey BueA unyer,z-0g
epy ueunye| g-0g elsnieq uendwaeied epnuied epy 10y seussng  eisniaquendulelad
ezdeu
e|eylaq eleoss IsunsuoBusw
ueyelpesip ynun NNg ezdeu isunsuoBusuu yeused BueA epnuwed
ueBunynp nued 'epy ueunye| BueA unyer (Qg-9| eIsn epnued epe yepi| NNg osejuasiod
[oyoxe
Jyelsy IsunsuoBusw
nbBuiwes  joyoye  IswnsuoBusw BueA epnuwed
epy  ueunyel ewr] BueA unyey Qg-9| eisnieq epnuied epy Sepsaysiy asejussied
Buepey-Buepey undnew Ley denes

leq /(NnJao Neje nexequusl) 3o3olaw Joyosew epnwiad

epy ueunye| BueA unyer Qg-Q| eisnieq epnuiad epe 3epl| 10y seussng asejussied  oyislleq Mye|uad
JeAe| BueA isejues
SeAe| BueA sosye uebusp
Isejues sesye pjjiluaw BueA epnuied epnuled ebBuey
epy ueunye| uexelobbuelsq  efBuer  yewny epy Joy seussnNg  Ueulns asejussiad

eje( ueelpasialvy

eyeq
ueindwnbBuayd
Isuanjaly

|euoisesad( Isiuyaqg

Juarednqey| 1e)j6ul) Isebaibesiq
ueelpasia1a)y] uep eleq Joquing

Joyeyipu| urewoq

uesideq

|67

Background Study Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPIMN) 2025-2029 Bidang Pemuda



Isesiueflio

eAuueeliaxed uep ye|joxes nnyiBusw
ueBunyBuy| 1en| 1p IsesiueBio nnyiBusw BueA epnwed
epy ueunyeieBl| BueA unyel Og-9| eisnieg epnued epe 3epi| dgSIN seussng asejussiad
1edel wejep
1edepuad/ueles
ueylaguIBsW
1edel weep yedepuad BueA epnuwed
epy ueunyeleBl| /ueles uejequIsw BueA epnuwied epe 3epi| d9SIN seussng asejussiad
(‘1Ip 'Bucio. Buoiob ueieeleAseulsy
'ueeweBeay) Jiyels) UeNg g ewe|os |e1sos ueje|bay uednpiysy Buepiq
eAuuebunyBul  Ip  ueleyeleAsewusy nnyiBusw iefegleq  welep
|eilsos  ueeiBey  pnyiBusw  BueA BueA epnwad uveuidwiwedsy ueunBuequed
epy ueunyerefl] unyex (QE-9Q| EIsSNiegq  Eepnwied epe 3epl| d9SIN seussng asejussied uep Isedispled Isedisiiied
ueellayebeusioy
e|eyiaq eleoss ueuuel pjijiusw
uexelpesip 3nun ueellexebeusioy BueA eliadeq
ueeliayebeusioy Srdg Srdg ewesad 1ebeges sejjepier BueA ueelloyebeusioy epnuiad
uebunynp npad ‘epy ueunye| unyey QE-9l eIsn elledeq epnued  INyeisyip wnjeg Srdg asejuesiad
yand
yeusy uereqel siuaf
uebuep eliadeq
elieyaq Buepas BueA epnwed
epy ueunuye| BueA unyer Qg-9l Elsnleg epnuwied epy seuladesg asejussiad
JeAeqip yning neje
JeAeqip epn yning nuegip ‘uipuss eyesnelimiag
Jyeqg ‘eyesnesm  [efeges  elieyeq BueA epnwed
epy ueunye| BueA unyer Qg-9l EIsnleg epnuwied epy seuladesg asejussiad
ueynejed nnyiBusw Buepss
fepn uep ‘elieyeq 'yejodesioq epn 133N epnwed
epy ueunye| BueA unyey Qg-9| eisnieq epnuled epy seuladeg asejuesiad

ejeq ueelpasiolv)

eleq
uejndwinbuayg
Isuanjjaiy

|euoisesadQ Isiuyaqg

210y

Juarednqey| 1e)j6ul] iIsebaibesiq
uee|pasiale)) uep ejeq Joquing

10331pU]

68 Background Study Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJIMN) 2025-2029 Bidang Pemuda

ulewoq uesideq



‘Jul1ees d4| Wejep Ip epe yepns BueA Joiexipul-ioiesipul uexednisu nelly eusem Lagip BueA ioiexyipu) :uebueieiey

winwin ueyiiued

e|exylaq eJeoss nnyiBusw
ueyelpssip 3nun NdY njiuwad jees yjjiusul (Nd) wnwin BueA epnwed
uebunynp npad 'epy ueunyerewr BueA unyel Qg-/| eisnieq epnuiad epy ueyliuad ISILUOY asejussiad
isesiuefio eduel undnew Injejawl 10y SBUSSNG :B1EP JOqUINS NS ueuemeoloy

yleq ‘(1edeqip yepn) ueuemeleiay uejelbey nnyibusw

ueunyel sejAe uenyelawl BueA ueybuequia)ip BueA epnwad

epeuwnjeg :eiep Isusnyel) ns epnwed  esejussied  siuye  nped BueA nieq Joxexjipu] asejussiad

eleq ej0)|
ejequeelpasiale)  uendwnbuad |euoisesadQ Isiuyaq Jusrednqge)| 1edj6ul) iIsebasbesiq Joyeyipu] ulewoq uesideq

1suanyauy ueelpes.e}a) uep ejeq lequing

|69

Background Study Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPIMN) 2025-2029 Bidang Pemuda



Berikut kami uraikan secara sekilas alasan yang mendasari usulan indikator-indikator IPP
tersebut.

Pertama, ada tiga usulan indikator untuk domain kapasitas psikologis: (i) persentase pemuda
menganggur karena putus asa; (i) nilai dari Survei Karakter Siswa untuk kelompok siswa kelas
11; dan (iii) proporsi orang tua dari pemuda berusia 16-18 tahun yang mengikuti pelatihan
pengasuhan. Ketiga indikator ini diharapkan mampu menggambarkan kondisi kapasitas psikologis
pemuda terkait kesiapan diri mereka dalam bersekolah, bekerja, dan berumah tangga. Indikator-
indikator potensial lainnya untuk domain kapasitas psikologis tentunya dapat digali lebih lanjut.

Kedua, ada lima usulan indikator untuk domain pendidikan dan pelatihan: (i) APK sekolah
menengah; (i) APK perguruan tinggi; (i) persentase pemuda yang mengakses pelatinan/
pendidikan nonformal; (iv) rata-rata AKM kelompok kelas 11; dan (v) kecakapan digital (usulan
indikator adalah persentase pemuda yang menggunakan internet dan skor Indeks Literasi Digital
pemuda). Pada dasarnya, keenam indikator tersebut dapat menggambarkan akses dan kualitas
pendidikan formal serta akses pendidikan nonformal/pelatinan. Kecakapan digital kerap kali
disebut sebagai kemampuan lanjutan dari membaca dan menghitung. Dengan kemampuan
membaca dan menghitung, pemuda diharapkan telah memiliki kemampuan dasar untuk berpikir
kritis atau menyimpulkan. Hal ini dapat mendorong mereka untuk memiliki kecakapan digital, yakni
kemampuan menggunakan perangkat digital secara dewasa dan bertanggung jawab. Aspek
kecakapan digital ini dapat diproksikan dengan indikator kemampuan menggunakan internet
(data dapat diperoleh dari Susenas Kor) ataupun skor Indeks Literasi Digital kelompok pemuda
(data dihimpun oleh Kemenkominfo). Selain indikator-indikator yang disebutkan di atas, indikator
lainnya yang juga dapat dipertimbangkan adalah pendidikan terakhir pemuda.

Ketiga, ada tujuh usulan indikator untuk domain kesehatan fisik dan mental: (i) angka
kesakitan; (i) angka depresi; (iii) persentase SMA dan perguruan tinggi ramah kesehatan
mental; (iv) angka infeksi HIV/AIDS; (v) kepemilikan JKN; (vi) partisipasi pemuda dalam
kegiatan olahraga; dan (vii) persentase rumah tangga dengan pemuda yang memiliki akses
sanitasi yang layak. Pada IPP sebelumnya, indikator kesehatan hanya digambarkan oleh
angka kesakitan. Ke depan, indikator IPP pada domain kesehatan juga perlu meliputi aspek
kesehatan mental. Selainitu, jenis indikator yang perlu dimasukkan tidak hanya dalam bentuk
outcome kesehatan fisik dan mental pemuda (angka kesakitan, depresi, dan angka infeksi
HIV/AIDS®), tetapi juga indikator proses seperti kepemilikan JKN, persentase SMA dan
perguruan tinggi ramah kesehatan mental, pemuda yang berolahraga, serta akses sanitasi
yang layak. Untuk konteks kesehatan mental, pengikutsertaan indikator proses ini diperlukan
dalam rangka membantu pemuda mencegah dan menghadapi tekanan mental (mental
distress). Tantangan ketersediaan data terdapat pada indikator angka depresi yang hanya
tersedia setiap lima tahun melalui Riskesdas, serta belum adanya data (dan juga kebijakan)
untuk mendorong ketersediaan sekolah ramah kesehatan mental.

Indikator lain yang dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan adalah proporsi pemuda yang
mengalami anemia, hipertensi, diabetes, atau penyakit tidak menular lainnya, tergantung
pada ketersediaan data.

9 Indikator angka infeksi HIV/AIDS diharapkan dapat merepresentasikan kondisi kesehatan
reproduksi.
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Keempat, ada enam usulan indikator untuk domain perilaku berisiko, yakni persentase (i)
pemuda yang merokok; (i) pemuda yang mengonsumsi minuman beralkohol; (i) pemuda
yang mengonsumsi napza; (iv) perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum 18
tahun; (v) remaja perempuan hamil; dan (vi) pemuda korban kejahatan. Indikator-indikator
yang diusulkan diharapkan dapat menangkap perilaku-perilaku yang membahayakan
kesehatan dan kesejahteraan pemuda.

Kelima, ada lima usulan indikator untuk domain ketenagakerjaan dan akses pekerjaan layak:
(i) TPT pemuda; (i) persentase pemuda NEET; (i) persentase pemuda yang bekerja sebagai
wirausaha; (iv) persentase pemuda yang bekerja dengan jenis jabatan kerah putih; dan (v)
kepemilikan jaminan ketenagakerjaan. Indikator pertama dan kedua (TPT dan NEET) mampu
menangkap masalah pengangguran dan produktivitas pemuda. Mereka yang tidak bekerja
memiliki akses yang lebih sulit untuk mengembangkan penghidupannya. Indikator ketiga,
yaitu indikator pemuda yang berwirausaha, mampu menangkap potensi yang dimiliki sektor
kewirausahaan dalam menyediakan lapangan kerja. Nantinya, indikator ini dapat diubah
menjadirasio kewirausahaan berdasarkan Perpres No. 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan
Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024. Untuk saat ini, kami melampirkan indikator
pemuda berwirausaha yang telah dapat digunakan oleh BPS.

Indikatorketenagakerjaanlainyangberpeluangdimasukkankedalam penghitunganlPPadalah
akses pemuda ke pekerjaan yang layak. Indikator ini dapat dinilai melalui persentase pemuda
yang bekerja dengan jenis jabatan kerah putih serta kepemilikan jaminan ketenagakerjaan.
Jaminan ini memberikan manfaat bagi pekerja dan keluarganya apabila mereka menghadapi
kejadian yang takterduga sehingga kesulitan menghidupi dirinya dan keluarga.

Keenam, ada empat usulan indikator untuk domain partisipasi dan kepemimpinan, yaitu
persentase pemuda yang (i) mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan; (i) mengikuti
organisasi; (i) mengikuti kegiatan kerelawanan; dan (iv) menjadi pemilih dalam pemilu.
Keempat indikator tersebut dapat menggambarkan kondisi keterlibatan pemuda dalam
berbagaibidang pembangunan, baik darisegipolitik, sosial, ingkungan, maupun aspek-aspek
terkait lainnya. Terkait dua indikator pertama, diperlukan penyesuaian definisi atau perubahan
instrumen survei. Pilihan pembentuk indikator ‘'mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan’
perlu disesuaikan agar lebih mampu memberikan gambaran keikutsertaan pemuda dalam
pembangunan (jika tujuan dari dimasukkannya indikator ini adalah untuk menilai partisipasi
pemuda dalam pembangunan). Misalnya, saat ini, indikator ini mengikutsertakan partisipasi
pemuda dalam kegiatan arisan. Sementara itu, kegiatan ini relatif kurang menggambarkan
keikutsertaan pemuda dalam pembangunan. Maka dari itu, indikator ini diusulkan untuk
untuk memasukkan partisipasi pemuda dalam organisasi intra sekolah dan intra kampus/di
tempat kerja. Kepesertaan pemuda dalam organisasi baik di dalam maupun luar sekolah/
tempat kerja akan berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas dan kesempatan pemuda
untuk berpartisipasi di berbagai bidang kehidupan. Kami juga menyarankan data ini untuk
dikumpulkan secara tahunan melalui Susenas Kor.
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D. Teknis Penghitungan Indeks

Usulan perbaikan terkait teknis penghitungan indeks adalah sebagai berikut.

(1) Pembobotan domain dan indikator
Pembobotan domain danindikator ditujukan untuk mengetahuitingkat kepentingan
domain atau indikator tertentu dibandingkan dengan domain/indikator lainnya. IPP
global menggunakan angka pembobotan yang berbeda untuk masing-masing
domain.

Dalam FGD dengan pemangku kepentingan tingkat pusat dan daerah, dilakukan
simulasi sederhana untuk memperoleh gambaran mengenai angka pembobotan
domain penyusun IPP. Kami mengajukan pertanyaan ‘seberapa penting domain
x untuk berkontribusi dalam membentuk angka IPP?' dengan tiga pilihan jawaban
skala Likert (penting, sangat penting, paling penting). Skor masing-masing domain
dihitung dengan mengalikan jumlah peserta FGD yang memilih tiga nilai di atas
dengan nilai dari masing-masing pilihan-pilihan ‘paling penting’ diberi nilai 3; pilihan
'sangat penting' diberi nilai 2; sementara pilihan ‘penting’ diberi nilai 1. Skor masing-
masing domain yang diperoleh adalah sebagai berikut.

Tahel A2.
Skor Pembobotan IPP Berdasarkan FGD Pusat dan Daerah

Penguasaan Pendidikan Kesehatan

Partisipasi

kapasitas dan fisik dan Ez:lilsa;ltz ketenaga- eF:ll;t::pszlan
psikologis pelatihan mental kerjaan P g

Skor pada

FGD pusat 1l 22 24 14 19 12

Skor pada

FGD daerah 13 22 20 16 23 24

Total skor 24 44 44 30 42 36

Pada tabel di atas, terlihat adanya indikasibahwa masing-masing domain penyusun
IPP memiliki tingkat kepentingan yang relatif berbeda. Namun, angka di atas belum
dapat dianggap sebagai angka final karena metode pengumpulan data dan
informasinya kurang sensitif (robust).

Diperlukankajian yang lebih mendalam untuk memastikan angka pembobotanyang
digunakan dalam penghitungan IPP. Penentuan nilai bobot ini tidak hanya untuk
tingkat domain, tapi juga untuk tingkat indikator. Metode yang dapat digunakan
untuk menentukan nilaibobot ini di antaranya adalah analytical hierarchical process
(AHP) dan analytical network process (ANP). Penentuan nilai bobot ini juga perlu
diikuti dengan simulasi statistik.
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(2) Nilai transformasi IPP
Metode untuk menghasilkan nilai transformasiindeks perlu diubah darimetode desil
menjadi persentil. Dengan metode persentil, pengelompokan nilai yang awalnya
dibagi menjadi sepuluh kelompok diubah menjadi seratus kelompok. Hal ini akan
meningkatkan sensitivitas nilai transformasi terhadap perubahan angka indikator
penyusun IPP.

(3) Keterwakilan IPP hingga tingkat kabupaten/kota

Mengingat kewenangan pembangunan pemuda berada di tangan pemerintah
daerah, yaitu pemerintah kabupaten/kota, keberadaan IPP yang representatif
hingga tingkat tersebut merupakan sebuah kebutuhan. Memastikan adanya IPP
yang representatif hingga tingkat kabupaten/kota akan memudahkan proses
pemantauan pemerintah daerah terhadap upaya pembangunan pemuda yang
dilakukannya. Terdapat dua pilihan yang dapat dilakukan untuk memastikan IPP
yang representatif hingga tingkat kabupaten/kota. Yang pertama adalah dengan
menggunakan metode small area estimation (SAE). Metode ini diterapkan dalam
penghitungan angka stunting di tingkat kabupaten/kota. Metode kedua adalah
mendorong penghimpunan data indikator IPP yang bersumber dari Susenas MSBP
(terutama indikator pada domain partisipasi) untuk dihimpun melalui Susenas
Kor yang dihimpun setiap tahun dan memiliki daya representasi hingga tingkat
kabupaten/kota.

4. Langkah Selanjutnya

Untuk menghasilkan IPP yang siap untuk digunakan dalam menilai capaian pembangunan
pemuda pada periode RPIMN 2025-2029, langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai
berikut.

pemaborn ponghiongon aan b penhiungon 72

untuk domain evaluasi kelayakan
dan indikator PP

Sumber: SMERU 2021, dimodifikasi.

Kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif diperlukan untuk memfinalisasi
pengembangan IPP diatas. Pendekatan kualitatif ditujukan untuk memperoleh pertimbangan
berbagai pihak guna mempertajam tujuan penyusunan IPP beserta rumusan lapisan dan
domainnya, memfinalisasiindikator yang akan digunakan, menentukan pembobotan domain
danindikator (dapat menggunakan metode AHP), serta mengajukan usulan awal penentuan
nilai maksimum dan minimum indikator. Metode penghimpunan informasimelalui pendekatan
kualitatif dapat dilakukan melalui wawancara mendalam, FGD, dan studi literatur. Sementara
itu, pendekatan kuantitatif ditujukan untuk menganalisis kesesuaian dan ketepatan indikator
penyusun IPP, menyimulasikan penggunaan pembobotan domain dan indikator berdasarkan
hasil AHP menggunakan teknik statistik, mengujicobakan penghitungan dan evaluasi
kelayakan IPP dan robustness check, serta untuk menghitung IPP.
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Teknis kegiatan yang perlu disiapkan untuk menghasilkan IPP final adalah:

74

membentuk gugus tugas penyempurnaan IPP yang dikawal oleh Direktorat Keluarga,
Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga (KPAPO) Bappenas dan Kemenpora;
merekrut tim konsultan yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam membangun/
menyempurnakan indeks;

mengevaluasi dan mengkaji kerangka IPP (teknik perhitungan, indikator, dan aspek
lainnya yang berkaitan) saat ini, dilakukan dengan berbagai diskusi dengan gugus
tugas, diskusi kelompok dengan berbagai pemangku kepentingan, wawancara dengan
pakar, dan kegiatan lainnya;

mempertajam usulan kerangka IPP yang direkomendasikan oleh tim konsultan
background study RPJPN 2025-2045 dan RPIMN 2025-2029 Bidang Pemuda dengan
tinjauan pustaka dan pendekatan statistik;

merumuskan catatan penelitian terkait IPP yang bar;

mengadakan diskusi akhir terkait kerangka IPP yang baru untuk menyepakati teknik
perhitungan dan indikator, serta mengadvokasikan pengumpulan data yang tidak
tersedia di survei BPS;

mengadakan uji coba perhitungan (piloting) dengan metode perhitungan yang baru;

melakukan forecasting dan backcasting pada IPP berdasarkan kerangka IPP terbaru;
dan

mendiseminasikan/mengadakan uji publik terkait temuan dari kerangka IPP terbaru.
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